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KATA PENGANTAR 
TIM PENYUSUN KURIKULUM DAN MATERI 
TRAINING KADER PENERUS (TKP) 2020 
PAC IPNU-IPPNU KECAMATAN NGRONGGOT 


Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Bismillahirrahmaanirrahiim 


Alhamdulillahirobbilalamin, berkat rahmat dan ridlo Allah SWT, 
modul untuk kegiatan Kaderisasi Non-Formal Training Kader Penerus 
(TKP) Tahun 2020 ini telah tuntas kami susun. Semoga buku tipis ini dapat 
bermanfaat bagi masa depan roda organisasi IPNU-IPPNU, khususnya di 
wilayah Pimpinan Anak Cabang Ngronggot. 

Tim Penyusun ini merupakan Panitia Khusus yang dibentuk oleh 
Pimpinan Anak Cabang IPNU-IPPNU Kecamatan Ngronggot yang bersifat 
Ad-hoc, yakni hanya bertugas selama proses penyusunan kurikulum dan 
materi TKP 2020 berlangsung. Dan karena kurikulum dan materi TKP telah 
selesai kami susun, maka telah selesai masa kerjanya dan secara otomatis 
tim ini telah bubar. 

Kami dari Tim Penyusun kurikulum dan materi TKP mengucapkan 
banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 
penyusunan materi ini. Besar harapan kami buku ini dapat digunakan 
dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan organisasi. 

Tim Penyusun diberi hak penuh oleh Wakil Ketua I PAC IPNU-IPPNU 
Kecamatan Ngronggot yang membidangi Organisasi dan Kaderisasi dalam 
menentukan materi-materi apa saja yang perlu digunakan dalam TKP 
2020. Maka dari itu, kami berinisiatif membuka kembali Buku-Buku 
Kaderisasi IPNU-IPPNU dan membedah kurikulum sesuai dengan kultur 
dan kebutuhan PAC IPNU-IPPNU Kecamatan Ngronggot. 

Ada 5 materi pokok dalam TKP ini, yaitu (1) Kepemimpinan, (2) 
Sistem Kaderisasi dan Manajemen Perawatan Kader, (3) Analisi Gender, (4) 
Doktrin Ke-IPNU-IPPNU-an, dan (5) Mekanisme dan Teknik Persidangan. 
Kelima materi tersebut merupakan materi yang bermuatan sekelas Latihan 
Kader Muda (Lakmud) dan Latihan Kader Utama (Lakut). Hal ini didasari 
oleh tujuan awal dari dilaksanakannya kegiatan TKP, yaitu kaderisasi Non- 
Formal yang sebenarnya dilaksanakan Pasca Lakmud dengan target 


iii 


peserta adalah alumni Lakmud. TKP bertujuan untuk merawat dan 
mematangkan potensi kader-kader agar siap menuju Lakut. 


Rekan-Rekanita yang kami banggakan! 

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama-lkatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama 
(IPNU-IPPNU) adalah organisasi pelajar yang berpusat pada kaderisasi. 
Kaderisasi yang berkualitas adalah yang dapat melahirkan kader-kader 
militan, loyal, dan bernar-benar ikhlas berproses di IPNU-IPPNU. 

Harus diakui bahwa sampai saat ini kaderisasi NU, terutama di level 
lokal, masih cukup rapuh. Kerapuhan ini salah satunya tampak dari 
rendahnya skill organisasi dan kapasitas intelektual kader NU dalam 
melaksanakan program dan tugas kepelajarannya. Persoalan ini 
berimplikasi serius pada kurang produktifnya IPNU-IPPNU sebagai 
organisasi pelajar dalam mengawal agenda-agenda kepelajaran dan 
pengelolaan kader bawah. Pembacaan dan pemetaan masalah kaderisasi 
merupakan hal yang pelik yang tidak bisa dipotong hanya dengan ”asumsi- 
asumsi“ melainkan harus dengan pembacaan yang jernih terhadap 
kebutuhan di tingkat basis. 

Alam bawah sadar kader IPNU-IPPNU harus segera terdeteksi. 
Dengan kata lain, kita harus segera mencari formula dan pintu masuk yang 
pas untuk melakukan internalisasi nilai dan doktrinasi terhadap kader kita 
sendiri. Memberikan pemahaman atas realitas NU dan bangsa adalah 
sesuatu yang tidak mudah dilakukan kalau ternyata apa yang kita lakukan 
dan kita berikan kepada mereka justru tidak sambung dengan alam bawah 
sadar kader. Berulang kali IPNU-IPPNU melakukan pembacaan atas realitas 
kader, bahkan kurikulum kaderisasi juga sudah dibongkar dan diperbaiki. 
Namun sepertinya belum mampu menjawab persoalan mendasar di IPNU- 
IPPNU. Hal ini antara lain dikarenakan tidak ada segmentasi garapan yang 
jelas di IPNU-IPPNU. Dapat kita bayangkan dalam sebuah session 
kaderisasi tingkat awal (baca Makesta), disana ada peserta yang baru kelas 
1 SLTP dan disebelahnya ada yang sudah kuliah semester 5. Sungguh sulit 
menyamakan persepsi mereka. Kelihatannya hal ini hanya masalah teknis, 
akan tetapi lebih dari itu sebenarnya harus dicarikan solusi yang tepat 
untuk hal ini. 

Belum lagi persoalan konstruksi materi kaderisasi yang belum 
mampu membuat kader muda NU ini (baca IPNU-IPPNU) berani 
membusungkan dada menyandang nama besar IPNU-IPPNU dan merasa 
memiliki terhadap NU. Sehingga hampir selalu kader yang mampu 
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membusungkan dada adalah kader yang pernah atau melakukan dan 
menimba ilmu lewat kaderisasi (baik formal atau tidak) pada Organ gerak 
lain. Oleh karena itu, kader IPNU harus diberi pemahaman atas sejarah NU 
dalam konteks Nasional dan global dengan berpijak pada sejarah yang 
disusun oleh “Kita”; memberikan pemahaman terhadap kader IPNU-IPPNU 
mengenai narasi besar kaderisasi Nahdlatul Ulama, Melakukan pembacaan 
atas kaderisasi IPNU-IPPNU di semua tingkatan. 

IPNU-IPPNU harus menjadi rumah bagi setiap kader. Dan hubungan 
emosional antar kader harus saling menguatkan layaknya sebuah keluarga 
(dalam arti yang luas). Untuk lebih mempertajam dalam mengenal 
organisasi, dan memperkuat skill keorganisasian, maka kader harus dilatih 
dalam sebuah pelatihan sedemikian rupa. 

Training Kader Penerus (TKP) adalah salah satu kunci 
pengembangan potensi kader. Dalam berproses di TKP, kader akan 
mendapat banyak materi yang kelak akan menjadi bekal mereka dalam 
menjalankan roda organisasi. Semakin banyak mereka menyerap isi materi 
TKP, maka semakin tinggi pula pengetahuan dan skill yang mereka 
dapatkan. 


Rekan-Rekanita yang kami banggakan! 

Setiap karya pasti memiliki kekurangan, maka dari itu kami dari Tim 
Penyusun sangat mengapresiasi kepada semua kader yang dapat 
memberikan masukan atau kritik dan saran yang membangun untuk 
memperbaiki buku ini. 


Wallahul Muwafig Ila Agwamith Tharig 
Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 


Ngronggot, 17 Dzulga'dah 1441 H 
8 Juli 2020 M 


Ketua Tim Penyusun 


ttd 
SYARIF DHANURENDRA 


SAMBUTAN WAKIL KETUA I 
DEPARTEMEN ORGANISASI DAN KADERISASI 
PAC IPNU-IPPNU KECAMATAN NGRONGGOT 


Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Bismillahirrahmaanirrahiim 


Alhamdulillahirobbilalamin, semoga kita semua senantiasa dalam 
Rahmat dan Ridlo Allah SWT. Sholawat dan salam untuk Rasulullah, dan 
semoga kelak kita mendapat syafaat dari Baginda Nabi Muhammad SAW. 
Amiin. 

Kaderisasi harus tetap dikawal oleh setiap Pengurus IPNU-IPPNU di 
semua tingkatan, termasuk PAC IPNU-IPPNU Kecamatan Ngronggot. Jika 
kaderisasi diam di tempat, maka besar kemungkinan masa depan 
organisasi akan semakin suram. 

Kini kita telah memasuki masa New Normal. Sebagai organisasi 
pengkaderan, IPNU-IPPNU harus tetap menjalankan proses kaderisasi 
dengan menyesuaikan keadaan. Karena kaderisasi formal tidak 
memungkinkan untuk diselenggarakan, maka kami dari Departemen 
Organisasi dan Kaderisasi PAC IPNU-IPPNU Kecamatan Ngronggot 
berinisiatif mengadakan Kaderisasi Non-Formal. 

Kegiatan tersebut kami beri nama Training Kader Penerus atau 
disebut TKP. Nama ini kami tetapkan sebagai nama Pelatihan Kaderisasi 
Non-Formal khusus di lingkup PAC IPNU-IPPNU Kecamatan Ngronggot. 

Awalnya, kaderisasi Non-Formal ini akan kami selenggarakan Pasca 
Lakmud (Latihan Kader Muda) untuk membekali kader-kader agar siap 
mengikuti Lakut (Latihan Kader Utama). Karena kita bertemu dengan 
musibah global pandemi Covid-19, maka Lakmud di-cancle dan langsung 
kita selenggarakan TKP. 

Mengenai kurikulum dan materi inti dari TKP, kami telah 
membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas menyusun semua itu. 
Pansus tersebut bersifat Ad-hoc yang berjumlah 5 orang, yang terdiri dari 
seorang ketua dan empat orang anggota. 
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Kami atas nama Departemen Pengembangan Organisasi dan 
Kaderisasi PAC IPNU-IPPNU Kecamatan Ngronggot sangat mengapresiasi 
kerja keras dari Pansus kurikulum dan materi TKP ini. Tidak banyak yang 
dapat kami berikan, kami hanya bisa mengucap terima kasih yang sebesar- 
besarnya dan teriring doa jazakumullahu khoiron ahsanal jaza. 

Semoga buku ini bermanfaat untuk pelajar NU pada umumnya, 
khususnya untuk kader-kader PAC IPNU-IPPNU Kecamatan Ngronggot dan 
seluruh pimpinan di bawahnya. 


Wallahul Muwafig Ila Agwamith Tharig 
Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 


Ngronggot, 17 Dzulga'dah 1441 H 
8 Juli 2020 M 


Wakil Ketua I 
Pimpinan Anak Cabang IPNU-IPPNU Kecamatan Ngronggot 


Ttd Ttd 


M. IOBAL ZAKARIA BINTI H. JAZILATUR R. 
Waka. I IPNU Waka. I IPPNU 
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SAMBUTAN KETUA 
PAC IPNU-IPPNU KECAMATAN NGRONGGOT 


Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Bismillahirrahmaanirrahiim 

Alhamdulillahirobbil alamin, kita masih diberikan limpahan rahmat 
oleh Allah SWT. Sehingga kita dapat menjalankan aktifitas sehari-hari 
dengan sangat nyaman dan aman. 

IPNU-IPPNU adalah kita semua. IPNU-IPPNU akan hidup jika 
kaderisasi tetap berjalan dengan baik. IPNU-IPPNU akan lengkap jika suatu 
kepengurusan bisa terus mempersiapkan generasi penerusnya, lebih-lebih 
dengan kualitas yang semakin meningkat. 

Kaderisasi merupakan salah satu pilar utama dalam IPNU-IPPNU 
sebagai salah satu Badan Otonom dari NU. Dari proses kaderisasi yang 
efektif inilah akan didapat kader-kader yang memiliki energi, kualitas dan 
loyalitas yang tinggi demi pengembangan dan keberlangsungan organisasi. 
Training Kader Penerus (TKP) adalah salah satu alternatif yang dipilih oleh 
PAC IPNU-IPPNU Kecamatan Ngronggot, karena TKP secara ideal akan 
berusaha melahirkan watak kader-kader generasi muda NU untuk selalu 
komitmen dan punya loyalitas terhadap organisasi. 

Selain itu tidak kalah pentingnya, bahwa sesuai dengan khitohnya 
IPNU-IPPNU yaitu kembali kepada kepada pangkuan pertama organisasi 
berdiri yakni Pelajar bukan hanya pada visi dan misinya semata. Sehingga 
sasaran utama bidang garapnya adalah anak-anak seusia pelajar, santri dan 
mahasiswa. Hal ini merupakan wujud kepedulian PAC IPNU-IPPNU 
Kecamatan Ngronggot terhadap kelangsungan hidup Jam'iyah NU ke depan, 
tanpa ada kepentingan-kepentingan lain yang lebih besar dari apa yang 
menjadi tujuan IPNU-IPPNU sendiri, sehingga out put dari TKP ini dapat 
betul-betul bermanfa'at. Amiin. 

Akhirnya, selamat Berlatih. Dan kepada segenap Tim Penyusun 
Materi TKP, kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas telah 
selesainya penyusunan Materi TKP 2020 ini. Materi ini akan sangat 
membantu narasumber dalam menyampikan materinya. Selain itu, Tim 
Instruktur juga akan lebih mudah mengarahkan peserta dalam mendalami 
setiap materi yang diberikan, dan akhirnya, peserta akan dalat memahami 
materi secara maksimal. 
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Kepada segenap Tim Instruktur kami ucapkan selamat bertugas, dan 
terima kasih atas kerjasamanya. Kepada seluruh SC (Steering Committee) 
maupun OC (Organizing Committee), kami apresiasi setinggi-tingginya atas 
kerjakerasnya dalam rangka menyukseskan kegiatan TKP 20210 ini. 


Selamat belajar, berjuang, dan bertagwa! 


Wallahul Muwafig Ila Agwamith Tharig 
Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 


Ngronggot, 17 Dzulga'dah 1441 H 
8 Juli 2020 M 


Pimpinan Anak Cabang 
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama — Ikatan Pelajar Putri Nahdlatu Ulama 
Kecamatan Ngronggot Masa Khidmat 2018-2020 


Ttd Ttd 


MOHAMAD SAIFUDIN EKA YUNAR RAHMAWATI 
Ketua IPNU Ketua IPPNU 
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PANDUAN TRAINING KADER PENERUS 


A. PENGERTIAN 

Training Kader Penerus atau disebut dengan TKP ialah pelatihan 
Kaderisasi Non-Formal yang diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang 
IPNU-IPPNU Kecamatan Ngronggot. Pelatihan ini merupakan Program 
Kerja baru yang ada di PAC IPNU-IPPNU Kecamatan Ngronggot dan 
diselenggarakan pada tahun 2020 ini. 

Pengembangan skill dan wawasan tentang keorganisasian di 
lingkungan IPNU-IPPNU Kecamatan Ngronggot menjadi fokus bahasan 
utama dalam pelatihan ini. 

B. TUJUAN 

Tujuan Umum 

Umum 

1 Mewujudkan kader IPNU-IPPNU yang memiliki kemampuan, 
ketrampilan, serta mengolah dan mendinamisir organisasi sesuai 
dengan kebutuhan kader dan organisasi 

2 Menciptakan kader IPNU-IPPNU yang memiliki kemampuan 
menganalisa, merancang, serta mengolah organisasi dalam rangka 
memperkaya skill dan meningkatkan potensi kader untuk kepentingan 
organisasi. 


Tujuan Khusus 

1 Membentuk kader IPNU-IPPNU yang menguasai skill kepemimpinan 
dan keorganisasian untuk masa depan PAC IPNU-IPPNU Kecamatan 
Ngronggot. 

2 Membentuk kader IPNU-IPPNU yang mempunyai kemampuan optimal 
dalam menggerakkan roda organisasi di lingkup PAC IPNU-IPPNU 
Kecamatan Ngronggot. 


C. MATERI PELATIHAN 
Materi-materi dalam pelatihan ini terdiri dari 5 hal, yaitu: 
1. Kepemimpinan (Leadership): 
Sistem kaderisasi dan manajemen perawatan kader, 
Analisis Gender 
Doktrin Ke-IPNU-IPPNU-an 
Mekanisme dan Teknik Persidangan 
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D. TARGET/OUTPUT 

Tersedianya kader IPNU-IPPNU yang mempunyai kemampuan 
optimal dalam menjalankan tugas-tugas organisasi dan terbentuknya kader 
yang totalitas dan loyal terhadap organisasi (IPNU-IPPNU Kecamatan 
Ngronggot). 


E. PENYELENGGARA, PESERTA, DAN WAKTU 
1. Penyelenggara 

Training Kader Penerus (TKP) diselenggarakan oleh Pimpinan Anak 
Cabang IPNU-IPPNU Kecamatan Ngronggot yang meliputi dari Panitia SC 
(Steering Committee), Panitia OC (Organizing Committee), dan Tim Pelatih. 


2. Peserta 
Peserta dari pelatihan TKP ini berasal dari delegasi setiap Pimpinan 
Ranting dan Pimpinan Komisariat di lingkup Kecamatan Ngronggot. 


3. Waktu 
Alokasi waktu penyelenggaraan TKP minimal terdiri dari 5 materi dan 
setiap materi berdurasi 1,5 jam. Jadi jumlah waktu efekif ialah 7,5 jam. 


KEPEMIMPINAN 


Apa kabar para pemimpin? 

Sudahkan kita menemukan tempat yang tepat untuk kita kuasai? 

Sudahkah kita menemukan cara untuk menguasai? 

Sudahkah semua tunduk dengan instruksi kita? Atau bahkan kita sudah 
menemukan hal yang lebih dari semua itu? 


Pertanyaan ini menjadi pembuka untuk pembahasan yang akan kita 
pahami bersama. Kita tak asing dengan tipe-tipe seorang pemimpin, sebut 
saja otoriter, demokratis, karismatik, dan lain sebagainya. Kita masuk tipe 
yang mana, dan bagaimana respon anggota kita? 

Hal itu mungkin bisa jadi tidak penting, karena yang terpenting 
adalah bagaimana kita bisa menggerakkan anggota tampa penolakan, atau 
bahkan tanpa kita komando mereka sudah menjalankan tugasnya. Hemm.. 
Bagaimana? 

Masalah demi masalah akan selalu muncul dalam sebuah lingkaran 
organisasi, baik dari internal maupun eksternal. Dan saya sendiri masih 
bertanya-tanya, kenapa bisa ada pertanyaan seperti ini "Atas dasar apa 
seorang penguasa mempunyai wewenang untuk memberi perintah dan 
menghukum warga yang menolak perintahnya? (Machiavelli,/1519 : il 
Principe). 

Itu semua bergantung pandangan para anggota. Apakah di mata para 
anggota, kita hanya sebagai otoritas yang sekedar memerintah atau kita 
mempunyai power yang dapat membuat anggota patuh terhadap intruksi 
kita meskipun itu diluar tugas? 

Jika kita hanya sekedar otoritas, maka anggota kita dapat mudah 
terpengaruh oleh orang yang lebih memiliki power, sehingga kita akan 
mudah dibangkang. 

Jika kita memiliki power, maka mereka akan selalu berada dipihak 
kita, apapun yang terjadi dan mereka tak mudah dipengaruhi oleh pihak 
yang di luar koridor sebuah organisasi. 


Nah, dari pernyataan itu kita akan saling belajar menjadi seorang 
pemimpin yang lebih baik lagi. 

Sebut saja "Situasional Kepemimpinan", kenapa demikian? Karena 
sedikit akan digambarkan bagaimana situasi-situasi yang dihadapi seorang 
pemimpin. Kita pasti pernah menjadi seorang pemimpin, minimal menjadi 
pemimpin diri kita sendiri. 

Mari kita pelajari bagaimana Situasi kepemimpinan kita. Pertama, 
definisi anggota : 

- Memiliki potensi 
- Memiliki komitmen 


Hal tersebut kita bagi lagi : 

D1 : mereka memiliki komitmen tinggi, namun potensi masih belum 
mumpuni (Kader baru) 

D2 : mereka yang mempuni dan berpotensi namu sering ditekan (kader 
yang banyak beban) 

D3 : mereka yang semangatnya naik turu (kader yang sudah lama) 

D4 : mereka yang berpengalaman (kader profesional) 


Kita harus mengambil sikap yang tepat terhadap mereka, bagaimana 
caranya? Begini restriction untuk mereka... 

- Diraction 

- Suporting 


Untuk D1 : beri diaraction tinggi dan suporting yang rendah, karena mereka 
lebih butuh arahan bukan suporting, mereka sudah memiliki semangat 


yang tinggi. 


Untuk D2 : beri direction dan suporting yang tinggi, kerena mereka butuh 
keduanya, agar mereka fokus dan semangat dalam menjalankan tugas. 


Untuk D3 : beri direction yang rendah dan suport yang tinggi, karena 
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mereka sudah paham dengan tugas-tugas, namu perlu diberi semangat 
yang tinggi agar tidak malas dalam tugas. 


Untuk D4 : beri diarection dan suporting yang rendah, karena mereka 
sudah profesional dalam tugasnya. 


Untuk itu penting bagi seorang pemimpin mengetahui kondisi setiap 
anggotanya lebih mendalam. 


Dan ingat, kita sebagai pemimpin harus bisa menempatkan diri (“Ing 
ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso, Tutwuri handayani"). 
Dadi yen anggotamu kerjo meluo kerjo, yen anggotamu gak kerjo contonono 
kerjo, yen gak iso melu kerjo semangatono anggotamu. 


Gaya kepemimpinan versi Jawa 
e Ing Ngarso Sung Tulodo (di depan memberi contoh) 
e Ing Madyo mangun karso (di tengah memberikan memotivasi) 
e Tut Wuri Handayani (di belakang memberi dorongan/support) 
Kapan seseorang menjadi pemimpin? 
e Dilahirkan untuk jadi pemimpin (Rosul/Nabi) 
e Faktor keturunan (raja/ratu) 
e Dipilih oleh kelompok, karena: 
a. Kharismatik 
Kaya 
Sebelumnya telah menjadi pemimpin pada bagian kelompok itu 
Memiliki pengetahuan, keterampilan yang lebih dari yang lain 
Dapat dipercaya, jujur dsb. 


pb AN p 


Bagaimanakah gaya kepemimpinan yang efektif ? 
e Tidak ada satu cara yang terbaik untuk mempengaruhi perilaku 
orang-orang. 


Gaya kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang 
disesuaikan dengan tingkat kedewasaan (maturity) bawahan. 
Kedewasaan bawahan terkait dengan dua hal, kematangan 
pekerjaan dan kematangan psikologis. 


Disarankan kepada Pemimpin: 


a. 
b. 


Mengkaji situasi mereka-orang-orang, tugas, dan organisasi 

Luwes dalam menggunakan berbagai keterampilan dalam 
keseluruhan gaya 

Mempertimbangkan untuk memodifikasi unsur-unsur pekerjaan 
mereka guna memperoleh kesesuaian yang lebih baik dengan gaya 
yang mereka sukai. 


Bila ingin memimpin, kenali 6 hal: 


DN UP WW NN P 


Kenali dirimu sendiri 

Kenali situasi yang dihadapi 

Pilih gaya yang cocok dengan situasi tersebut 
Penuhi kebutuhan tugas 

Penuhi kebutuhan kelompok 

Penuhi kebutuhan individu 


Menjadi seorang pemimpin bukan berarti menjadi tokoh utama dalam cerita, 


tetapi menjadi sutradara dalam mengatur cerita. Selama kamu memiliki 


jiwa pemimpin yang baik, jika mamu menghilang kamu akan tetap dicari 


dan dikenang. 


Disusun Oleh: Badrus Sholeh 


SISTEM KADERISASI 
DAN MANAJEMEN PERAWATAN KADER 


A. PARADIGMA PENGKADERAN 

IPNU-IPPNU merupakan organisasi pengkaderan yang menghasilkan 
kader yang kritis, kreatif, profesional, dan berakhlagul karimah. Berawal 
dari hal tersebut, maka pelajar NU membutuhkan peningkatan 
profesionalitas dan loyalitas terhadap apa yang harus diperjuangkan. 


B. JENIS PENGKADERAN 

Sebagai organisasi kader bagi pelajar NU, IPNU-IPPNU memiliki 
sistem kaderisasi yang terdiri atas beberapa jenis kaderisasi yang 
dilaksanakan dalam bentuk pelatihan. Pelatihan yang ada dalam IPNU- 
IPPNU terdiri dari beberapa bagian yaitu pelatihan yang bersifat formal 
dan non formal. Hal ini dimaksudkan untuk pembagian bidang garap dari 
kader-kader organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan personal dan 
institusional. 


Pelatihan-pelatihan yang dimaksud adalah : 
1. Pelatihan Formal 

Masa Orientasi Pelajar (MOP), merupakan wahana mengenalkan 
pelajar terhadap lingkungan sekolah (fisik maupun sosial) dan berbagai 
dinamikanya sehingga dapat beradaptasi dalam proses belajar. 

Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA), Latihan ini identik dengan 
orientasi kader, sebagai upaya pengenalan awal dan pengetahuan dasar 
akan unsur dan perangkat umum dalam organisasi. 

Latihan Kader Muda (LAKMUD), dan Latihan Kader Utama (LAKUT) 
yang merupakan ikhtiar organisasi untuk mempersiapkan kader pimpinan 
yang mampu mengelola dan mengembangkan organisasi baik secara 
individual maupun kelompok. 

2. Pelatihan Non Formal 
Pelatihan ini dimaksudkan untuk menampung dari mengembangkan 
potensi kader yang sesuai dengan spesifikasi diri yaitu bakat dan minat, 
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dengan menyeimbangkan kodisi perkembangan dan tuntutan zaman. 
Contohnya : Latihan Instruktur (LATIN) IPNU dan Latihan Pelatih 
(LATPEL) IPPNU, DIKPEL, Diklat Jurnalistik, Training Kader Penerus (TKP) 
dan Latihan Profesi. 


C. PENDEKATAN PENGKADERAN 

Pelaksanaan pelatihan kaderisasi IPNU-IPPNU menggunakan beberapa 
pendekatan, yaitu pendekatan yang bersifat doktrinal dan pendekatan 
andragogi. 

1. Pendekatan yang bersifat Doktrinal 

Pendekatan ini adalah salah satu bentuk pendekatan proses belajar- 
mengajar yang tidak atau kurang melibatkan peserta secara aktif dinamis. 
Pendekatan ini cenderung langsung mengarahkan peserta untuk menerima 
suatu pengetahuan atau informasi. Dalam kaderisasi IPNU-IPPNU, 
pendekatan ini banyak digunakan untuk beberapa materi tertentu, yaitu 
ke-aswaja-an, ke-Nu-an, dan ke- IPNU-IPPNU-an. 

2. Pendekatan Latihan Partisipasif 

Pendekatan ini adalah salah satu bentuk pendekatan proses belajar- 
mengajar yang melibatkan peserta secara aktif dan dinamis. Dalam hal ini, 
latihan diarahkan pada proses membantu peserta agar terlatih dalam 
rangka mengembangkan potensi yang dimilikinya. Latihan merupakan 
laboratorium informasi sehingga informasi dan peristiwa yang ditangkap 
kemudian direfleksikan oleh peserta untuk diproses menjadi pengetahuan, 
sikap, dan ketrampilan yang dibutuhkannya. 

Pendekatan ini menerapkan prinsip, konsep pendidikan yang 
berimbang pada Andragogi (Pendidikan ala orang dewasa), Pedagogi 
(Pendidikan ala anak-anak), Sosiologi (pendidikan kemasyarakatan), dan 
Psikologi (Pendidikan kejiwaan). 


D. PROGRAM LANJUTAN PASCA PENGKADERAN 
Dalam rangka menjaga kontinyuitas kaderisasi, maka program perawatan 
kader menjadi penting untuk dilaksanakan, dengan tujuan : 


e Untuk memantapkan materi pasca pengkaderan (Ideologi, wawasan 
keilmuan dan teknik skill) 

e Untuk menjaring kader ideolog yang punya komitmen tinggi terhadap 
organisasi 

e Untuk menjaring kader-kader potensial baik secara idelogis, akademis 
maupun sosiologis 

e Membentuk kelompok-kelompok angkatan dalam rangka dinamisasi 


PASCA MAKESTA 

Makesta sebagai gerbang awal pengenalan organisasi IPNU-IPPNU 
kepada calon anggota serta mengarah kepada perubahan jiwa, sikap 
mental serta menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya suatau 
organisasi dalam kehidupan bermasyarakat serta secara resmi merupakan 
proses untuk menjadi anggota IPNU-IPPNU. 

Setelah mengikuti makesta dan sah menjadi anggota IPNU-IPPNU 
maka kenyataan mereka menunggu apa yang harus dilakukan. Program 
perawatan kader menjadi penting. Ada jedah waktu yang cukup lama pasca 
makesta menuju lakmud. Untuk itu harus ada pertemuan-pertemuan untuk 
mengisi kekosongan tersebut dengan tujuan : 

e Membangun kesadaran kritis pentingnya berorganisasi 

e Meyakini bahwa IPNU & IPPNU merupakan pilihan organisasi yang 
tepat sebagai sarana perjuangan 

e Memahami PD/PRT 

e Memiliki wawasan kemampuan dasar berorganisasi 


PASCA LAKMUD 

Lakmud adalah pelatihan yang menekankan pada pembentukan 
watak, motivasi pengemabangan diri dan rasa memiliki organisasi dan 
ketrampilan berorganisasi. Disamping itu lakmud merupakan ukuran 
formal pembentukan standarisasi kader. 

Karena lakmud menjadi ukuran standar kader IPNU & IPPNU, maka 
outputnya diharapkan mempunyai pemahaman dan kemampuan dasar 
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tentang ideologi (sebagaimana tercantum dalam materi LAKMUD), 
wawasan keilmuan dan ketrampilan teknik tentang berorganisasi. 

Untuk itulah, setelah peserta mengikuti LAKMUD maka menjadi 
tanggung jawab PAC atau PC sebagai pelaksana untuk melakukan 
perawatan kader dengan pertemuan pertemuan rutin dengan tujuan : 

1. Memantapkan dan menumbuhkembangkan hasil materi Lakmud. 

2. Memahami prinsip-prinsip dan menumbuhkan sikap tanggung 
jawab terhadap terlaksananya ajaran islam ahlussunnnah 
waljama'ah secaa utuh menurut NU yang diwujudkan dalam 
kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. 

3. Mengerti prinsip-prinsip organanisasi dan kepemimpinan 

4. Mempunyai kemampuan untuk memahami dan memecahkan 
masalah serta teknik pengambilan keputusan yang tepat. 

5. Mempunyai pengetahuan dasar dan sikap loyalitas yang tinggi 
terhadap cita-cita organisasi 

6. Memiliki perangkat metode analisis sosial dasar 

7. Memahami terhadap persoalan-persoalan kritis problematika 
pendidikan di Indonesia 

8. Memiliki sensitivitas gender 

9. Menghasilkan kader-kader yang memiliki integritas kepribadian 
berwawasan luas, kritis serta mampu mengembangkan organisasi 


PASCA LAKUT 

Lakut adalah pelatihan dan pengkaderan yang membentuk ideliasme 
kader sehingga mampu mengembangkan pengetahuan, sikap, skill 
organisasi secara optimal. Alumni lakut diharapkan menjadi kader yang 
paripurna dalam mengembangkan IPNU-IPPNU kedepan, karena materi 
yang diberikan pada waktu LAKUT adalah materi yang memberikan 
kemampuan manajerial yang mendalam kepada peserta. 

Untuk itulah pertemuan pertemuan pasca LAKUT diharapkan 
menjadi kabutuhan bagi alumninya dan diprakarsai sendiri oleh mereka. 
PC maupun PW sebagai pelaksana LAKUT hanya memfasilitasi jika 
diperlukan. Namun demikian tetap ada komunikasi yang inten antara 
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alumni LAKUT dengan PC maunpun PW karena dalam rangka mengetahui 
sejauh mana mereka melakukan aktifitas dan menjadi catatan bagi PC dan 
PW untuk dilaporkan kepada PP, pertemuan-pertemuan tersebut 
bertujuan untuk : 
1. Aktualisasi dan penguasaan diri terhadap materi sebagai eksponen 
peserta LAKUT 
2. Menguasai aswaja NU sebagai ideologi organisasi dan 
mengaktualisasikan dan kehidupan berbangsa dan bernegara 
3. Mempunyai wawasan kebangsaan yang luas dan kepekaan yang 
tinggi terhadap permasalahan organisasi dan ummat 
4. Memiliki sikap kritis, kreatif dan kepeloporan, berakhlagul karimah 
serta komitmen yang tinggi terhadap perjuangan organisasi 
5. Memiliki kemamapuan dan ketrampilan manajerial organisasi yang 
memadahi. 


F. MATERI PENGKADERAN 

Materi kaderisasi IPNU-IPPNU terdiri atas berbagai macam materi 
yang terklasifikasikan ke dalam 4 (tiga) golongan, yaitu materi ideologisasi, 
materi penguatan skill keorganisasian, materi pengembangan wawasan, 
dan materi ketrampilan teknik. 
1. Materi Ideologisasi 

Materi ideologisasi adalah merupakan materi dasar yang merupakan 
ideologi organisasi. Materi ini terdiri atas beberapa materi pokok, yaitu Ke- 
aswaja-an, Ke-NU-an, dan Ke-IPNU-IPPNU-an. Namun, dari ketiga materi 
pokok tersebut, terdapat juga beberapa materi ideologisasi yang 
merupakan pengembangan dari ketiga materi pokok, seperti tradisi 
perilaku keagamaan NU. 
2. Materi penguatan skill keorganisasian 

Materi penguatan kemampuan keorganisasian dalam kaderisasi 
IPNU-IPPNU memuat beberapa macam materi. Materi-materi yang 
dimaksud meliputi keorganisasian, kepemimpinan, managemen organisasi, 
komunikasi, kerjasama, networking dan lobbying, managemen konflik, 
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Scientific Problem Solving (SPS), teknik diskusi dan persidangan, dan 
teknik pembuatan proposal. 
3. Materi pengembangan wawasan 

Dalam kaderisasi IPNU-IPPNU, para kader atau peserta pelatihan 
diberi materi yang berfungsi untuk mengembangkan wawasannya. 
Beberapa materi pengembangan wawasan adalah studi gender, studi 
problematikan pendidikan di Indonesia, studi ideologi dunia, peta gerakan 
islam di Indonesia, gerakan sosial, analisa sosial, advokasi kebijakan publik, 
ICT (Information, Communication, and Tachnology), dan pengorganisasi 
pelajar. 
4. Materi Ketrampilan Teknik 

Beberapa materi yang ada di kaderisasi IPNU-IPPNU merupakan 
materi yang bersifat memberikan ketrampilan teknik kepada para peserta 
atau kader. Beberapa materi yang menguatkan ketrampilan teknik peserta 
atau kader adalah teknik diskusi dan persidangan, teknik pebuatan 
proposal, teknik networking, teknik lobbying, teknik managemen 
organisasi, teknik managemen konflik, teknik scientific problem solving, 
dan teknik komunikasi. 


H. STANDARISASI KADER 

Adanya berbagai jenis kaderisasi yang dimiliki organisasi IPNU- 
IPPNU serta adanya jenjang kaderisasi terhadap jenis kaderisasi tersebut, 
maka organisasi IPNU-IPPNU perlu membuat adanya standarisasi bagi 
kader-kadernya. Standarisasi kader ini selanjutnya dapat memberikan 
pilihan bagi seluruh akder untuk mengaktualisasikan diri untuk 
kepentingan masa depannya. 

Maksudnya, standarisasi kader tersebut digunakan sebagai ukuran 
dasar seseorang bisa disebut sebagai kader IPNU-IPPNU apabila memiliki 
“character Building” yang kuat terhadap nilai-nilai ideologi organisasi dan 
berhak memasuki “ruang kompetisi” di berbagai tingkatan atau jenjang 
kepengurusan di organisasi IPNU-IPPNU. 

Adapun standarisasi pada tingkat pengkaderan formal IPNU-IPPNU 
yang digunakan adalah LAKMUD, sedang pada pengkaderan non formal 
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standarisasi ini akan tampak pada proses perilaku dan value selama kader 
ini mengabdi pada organisasi. 


I. MANAJEMEN PERAWATAN KADER 

Strategi perawatan kader merupakan suatu upaya untuk menjaga 
kontinyuitas kaderisasi, sehingga setiap peserta pasca mengikuti 
pengkaderan harus tetap mendapatkan treatment (intervensi) untuk 
menjembatani dan menghantarkan peserta memasuki pengkaderan 
berikutnya. 

Dalam skema pengkaderan di antara masing-masing tahap diberikan 
treatment, misalnya berupa kajian dalam bentuk bozz group, maupun 
kegiatan-kegiatan lain yang bersifat pendalaman, pemantapan dan 
pengembangan materi dan skill organisasi. Sehingga peserta dapat dalam 
memasuki tahap pengkaderan berikutnya akan mendapat kemudahan dan 
memiliki loyalitas yang tinggi terhadap organisasi. 

Selain itu, pengurus juga dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan 
informal untuk memperkuat ikatan sesame kader IPNU-IPPNU. Misal 
ziarah wali, melakukan pendakian, silaturahim ke Alumni, ke PAC/PC 
tetangga, atau sekedar ngopi bareng sambil disisipi ngobrol membahas 
masa depan organisasi. 

Perawatan kader harus dilakukan oleh Tim Kaderisasi atau setiap 
Pengurus yang sudah benar-benar loyal dan totalitas terhadap organisasi. 
Sebab, prasayarat menjadi seorang perawat kader, yang bersangkutan 
harus tuntas terlebih dahulu dalam berkecimpung sepenuhnya untuk 
organisasi dan dapat dipastikan bahwa dia tidak akan lari atas 
tanggungjawabnya. 

Terkait teknis perawatan kader, tidak ada pakem yang benar-benar 
konkret. Semua tergantung pada kapasitas dan skill setiap pengurus yang 
bersangutan. Pengurus harus jeli terhadap apa saja yang sedang trend di 
kalangan pelajar di wilayahnya masing-masing dan dapat berimprofisasi 
sesuai dengan kebutuhan. 

Disusun Oleh: M. Igbal Zakaria 
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ANALISIS GENDER 


A. PENGANTAR 

Pengetahuan dan pemahaman atas pembedaan konsep seks dan 
gender sangat diperlukan dalam melakukan analisis terhadap persoalan- 
persoalan ketidakadilan sosial bagi perempuan. Hal ini disebabkan oleh 
adanya kaitan yang erat antara perbedaan gender (gender differences) dan 
ketidakadilan gender (gender inegyalities) dengan struktur ketidakadilan 
dalam mayarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, pengetahuan dan 
pemahaman atas konsep gender sangat diperlukan mengingat dari konsep 
ini telah lahir suatu analisis gender. 

Mengapa pengungkapan masalah kaum perempuan dengan 
menggunakan analisis gender sering menghadapi perlawanan (resistance), 
baik dari kalangan kaum laki-laki maupun perempuan sendiri? Tidak hanya 
itu, analisis gender justru sering ditolak oleh mereka yang melakukan 
kritik terhadap sistem sosial yang dominan seperti kapitalisme. Untuk 
menjawab persoalan ini, perlu diidentifikasi beberapa penyebab timbulnya 
perlawanan tersebut, seperti : 

1. Mempertanyakan status perempuan pada dasarnya adalah 
mempersoalkan sistem dan struktur yang telah mapan. Bahkan, 
mempertanyakan posisi kaum perempuan berarti menggoncang 
struktur dan sistem status guo ketidakadilan tertua dalam masyarakat, 

2. Banyak terjadi kesalahpahaman tentang 'Mengapa persoalan 
perempuan selalu harus dipertanyakan? Persoalan lainnya adalah 
mempertanyakan gender berarti akan membahas hubungan kekuasaan 
yang sifatnya sangat pribadi, yakni menyangkut dan melibatkan 
individu kita masing-masing serta menggugat privilage yang kita miliki 
dan sedang kita nikmati selama ini; 

3. Persoalan lain, kata gender merupakan kata dan konsep asing, sehingga 
usaha menguraikan konsep gender dalam konteks Indonesia sangatlah 
rumit dilakukan. 
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B. APAKAH SEKS DAN GENDER ITU? 

Kata gender dipinjam dari bahasa Inggris, atau tidak ada padanan 
dalam bahasa Indonesia. Kamus tidak secara jelas membedakan pengertian 
kata seks (sex) dan gender. Untuk memahami konsep gender harus 
dibedakan antara kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). 

Seks adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis, 
yang secara fisik melekat pada masing-masing jenis kelamin laki-laki dan 
perempuan. Perbedaan jenis kelamin merupakan kodrat atau ketentuan 
Tuhan, sehingga sifatnya permanen dan universal. 

Sementara perbedaan lainnya yang dijumpai pada laki-laki dan 
perempuan tidak dapat dikatakan kodrat, sehingga pada hakekatnya dapat 
dilakatakan bahwa “Laki-laki dan perempuan memang beda tetapi tidak 
boleh dibeda-bedakan”. Hal inilah yang termuat dalam konsep gender. 
Gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin. Gender bernuansa 
psikologis, sosiologis, dan budaya. 

Gender merupakan perolehan dari proses belajar dan proses 
sosialisasi melalui kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Gender 
membedakan manusia laki-laki dan perempuan secara sosial, mengacu 
pada unsur emosional, kejiwaan dan sosial (bukan kodrat, buatan manusia 
dari proses belajar). 

Secara biologis, yang membedakan perempuan dan laki-laki pada 
hakekatnya terletak pada fungsi reproduksi yang secara kodrat tidak dapat 
dipertukarkan dari perempuan kepada lakilaki atau sebaliknya. Perbedaan 
ini merupakan perbedaan yang bersifat nature, tak berubah dari masa ke 
masa, berlaku untuk semua manusia disegala zaman, tak pandang kaya dan 
miskin, kulit putih atau berwarna, beragama ataupun tidak, manusia 
perkotaan atau suku asli di pedalaman, artinya kodrat (perbedaan) ini 
bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

Sementara di dalam pembentukan sifat maskulin dan feminim 
seseorang dapat diperdebatkan, Pertama, pembentukan sifat maskulin dan 
feminim adalah karena adanya sosialisasi (nurture) dan kulturisasi. Konsep 
nurture menganggap perbedaan gender (laki-laki dan perempuan) 
disebabkan karena faktor budaya masyarakat. 
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Kedua, konsep nurture yang percaya bahwa perbedaan sifat 
maskulin dan feminin ada hubungannya dengan pengaruh perbedaan 
biologis (seks) laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis laki-laki dan 
perempuan adalah alami, begitu juga dengan maskulin dan feminin. 


C. PERBEDAAN GENDER 

Sejarah perbedaan gender (gender differences) antara laki-laki dan 
perempuan terjadi melalui proses yang sangapanjang. Oleh karena itu 
perbedaan gender ditimbulkan oleh banyak hal, diantaranya : dibentuk, 
disosialisasikan, diperkuatdan dikonstruksi secara sosial dan kultural, 
melalui ajaran keagamaan maupun Negara. Melalui proses panjang, 
sosialisasgender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan 
seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagisehingga 
perbedaan-perbedaan gender dianggap dipahamsebagai kodrat laki-laki 
dan kodrat perempuan. 

Sebaliknya, secara dialektika, konstruksi sosial gendeyang 
tersosialisasikan secara evolusional dan perlahan-lahan mempengaruhi 
biologis masing-masing jenis kelamin. Tetapidengan menggunakan 
pedoman bahwa setiap sifat biasanya melekat pada jenis eklamin tertentu 
dan sepanjang sifat-sifatersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut 
adalah hasikonstruksi masyarakat, dan sama sekali bukanlah kodrat. 
Terjadkerancuan dan pemutarbalikan fakta dan makna tentang apa yang 
disebut seks dan gender. Oleh sebab itu perlu upaya untuk menjernihkan 
perbedaan antara seks dan gender. 


D. APA BIAS GENDER? 

Bias gender adalah keadaan yang tidak mau mengakui adanya 
kesenjangan kedudukan dan peranan perempuan dan laki-laki. Bias gender 
merupakan pandangan dan sikap yang lebih mengutamakan salah satu 
jenis kelamin daripada jenis kelamin lainnya sebagai akibat pengaturan 
dan kepercayaan budaya yang lebih berpihak kepada jenis kelamin 
tertentu, misalnya lebih berpihak kepada laki-laki daripada kepada 
perempuan atau sebaliknya. Sebagai contoh pandangan atau sikap yang 
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terlihat di dalam gagasan-gagasan bahwa laki-laki lebih kompeten, lebih 

mampu, atau lebih superior daripada perempuan. 

Bias gender yang mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali 
diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di 
masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis 
"pekerjaan perempuan”, seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan 
dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap 
sebagai "pekerjaan lelaki”, serta dikategorikan sebagai "bukan produktif” 
sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi Negara. 

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender ini kemudian menimbulkan 
kesenjangan gender atau gender gap. Kesenjangan gender atau gender gap 
yaitu perbedaan yang terjadi antara kedua gender dalam meraih 
kesempatan-kesempatan atau keuntungan-keuntungan sosial, ekonomi, 
politik, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain secara setara. 
Adanya gender gap menimbulkan ketimpangan gender. Manifestasi 
ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi ekonomi, subordinasi, 
kekerasan, stereotip dan beban kerja tersebut terjadi dipelbagai tingkatan, 
sebagai berikut : 

1. Manifestasi ketidakadilan gender terjadi ditingkat negara, yang 
dimaksudkan disini baik pada satu negara maupun organisasi antar 
negara seperti PBB, 

2. Manifestasi tersebut juga terjadi ditempat kerja, organisasi maupun 
dunia pendidikan, 

3. Menifestasi ketidakadilan gender juga terjadi dalam adat istiadat 
maysarakat di banyak kelompok etnik, dalam kultur suku-suku atau 
dalam tafsiran keagamaan, 

4. Manifestasi ketidakadilan gender itu juga terjadi di lingkungan rumah 
tangga. 


Disusun Oleh: Nadya Ainun Nikmah 
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DOKTRIN KE-IPNU-IPPNU-AN 


Tujuan IPNU: BAB IV Pasal 7 Anggaran Dasar 

“Tujuan IPNU adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertagwa 
kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan dan 
kebhinekaan serta bertanggungjawab atas terlaksananya syari'at Islam 
Ahlussunnah Wal-jamaah AnNahdliyah yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 demi tegaknya NKRI.” 


Tujuan IPPNU: BAB V Pasal 9 Anggaran Dasar 

“Tujuan organisasi ini adalah terbentuknya pelajar putri Indonesia 
yang bertakwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan 
berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan 
terlaksananya syariat Islam menurut paham Ahlussunah wal Jamaah An 
Nahdiyah dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam 
Pancasila dan UUD 1945.” 

Semut yang keluar dari rombongan dan tidak bisa mencium jejak 
perjalanannya akan mati, meskipun bisa makan dan minum. Sebab, tanpa 
jejak tersebut, dia tidak memiliki tujuan hidup. Hal tersebut bisa kita 
adobsi dalam sistem berorganisi: bahwa tanpa mengetahui tujuan, kita 
sedang menuju jalan untuk mati. 

Poin penting dari IPNU-IPPNU adalah terlaksanaya syariat Islam 
menurut Ahlussunnah Wal Jamaah An Nahdliyyah. Dan untuk memahami 
pemahaman Aswaja An-Nahdliyyah, membutuhkan ketekunan dan guru 
pembimbing. Hal ini yang membuat IPNU-IPPNU dalam kegiatannya tidak 
pernah lepas dari kehadiran seorang kyai atau guru yang memiliki 
kapasitas dan kapabilitas keilmuan yang memadahi. Maka sangat gamblang 
bahwa nama organisasi menggunakan kata “Pelajar” sebagai identitas atas 
posisi kader sebagai insan yang selalu “belajar”. Organisasi IPNU-IPPNU 
adalah organisasi “Menabung Ilmu” dengan konsekuensi ikhlas untuk 
senantiasa “belajar”, memperjuangkan kegiatan pembelajaran dan 
memupuk ketagwaan kepada Allah Swt. 
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Sejak awal berdiri, KH Tolchah Mansoer menyatakan bahwa IPNU- 
IPPNU bukan sekedar tempat kumpul bocah dengan teman-temannya. Ada 
tujuan jangka panjang terutama berkaitan dengan pembentengan generasi 
muda Nahdlatul Ulama. Pada 1950-an, KH Tolchah Mansoer telah jeli 
melihat potensi rusaknya generasi muda oleh ideologi yang mengancam 
keberlangsungan NU dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain 
sebagai benteng, IPNU-IPPNU adalah tempat untuk merawat dan 
mengembangkan potensi pelajar Indonesia. 

Tali yang diikat akan membentuk simpul. Sebuah simpul bisa 
menimbulkan dampak negatif dan positif. Simpul yang berdampak negatif, 
yang ruwet, bermula dari hilangnya kesadaran akan fungsi tersimpulnya 
sebuah tali. Sedangkan simpul yang berdampak positif, yang 
mempersatukan kebermanfaatan, terjadi karena kesadaran akan tujuan. 

Ketidaksadaran atas tujuan masih dapat diminimalisasi dampak 
negatifnya jika proses pengkaderan up to down dilakukan secara istigamah: 
yang memahami senantiasa membimbing dan memberikan masukan 
kepada yang belum memahami. Namun, hal baik yang dilakukan dengan 
tidak sadar potensi kehilangan arah lebih besar dibandingkan dengan 
kebaikan yang dilakukan atas kesadaran. 


Letak Strategis IPNU-IPPNU 

Bangsa Indonesia tidak dibangun secara tidak sengaja. Maka, 
sebagaimana tujuan IPNU-IPPNU, semangat mempersiapkan diri untuk 
ikut serta memperbaiki bangsa menjadi pijakan penting yang harus 
disadari dan diperjuangkan. Pada lingkungan masyarakat, IPNU-IPPNU 
seperti penjemput bola, yang kelak menjadi pencetak goal yang bermanfaat 
untuk masyarakat. Wilayah yang luas dengan waktu yang panjang bagi 
pengkaderan merupakan kesempatan besar untuk mengakses kader. 
Sementara organisasi atau komunitas yang lain masih belum banyak 
menjangkaunya. 

Posisi strategis tersebut harus dioptimalkan fungsinya melalui ikatan 
yang rapat (solid), meningkatkan intektualitas pendidikan dan 
memperdalam keahlian guna menyiapkan diri menuju dunia kompetisi. 
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Selanjutnya, yang menjadikan IPNU-IPPNU memiliki letak strategis 
adalah sebaran jenjang kepengurusan yang merata dari tingkat Pimpinan 
Anak Ranting (Dusun), Pimpinan Ranting (Desa), PAC (Kecamatan), PC/PCI 
(Kabupaten/Kota/Negara Lain), PW (Provinsi) dan PP (Nasional). Jejaring 
ini memungkinkan bagi kader untuk bisa mengakses informasi, ilmu, dan 
penunjang perkembangan perkaderan lainnya yang variatif dengan 
kekayaan referensi pengalaman yang inovatif. 


Kader Organisatoris 

Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan orang lain. Kenyataan 
ini menjadi landasan pertama kenapa organisasi menjadi penting. 
Seandainya semua organisasi di dunia ini bubar, satu menit setelah itu 
pasti aka nada deklarasi pendirian organisasi yang baru. Namun, tidak ada 
jaminan organisasi baru lebih baik dari sebelumnya secara realitasnya. 

Organisasi yang memiliki slogan kebaikan, kebermanfaatan, bahkan 
slogan yang terkesan islamis sudah sangat banyak. Namun, tidak sedikit 
gagal mempertahankan hal tersebut ketika masuk tahap realisasi 
(pelaksanaan). Penyebabnya pun bermacam-macam. Mulai dari oknum 
pelaksana yang gagal paham, pembentukan organisasi yang sarat akan 
kepentingan politis, hingga terkecohnya pelaksana organisasi dengan 
manuver pesaing. 

Kader organisatoris memiliki peran penting mengatasi masalah 
tersebut. Militansi yang sehat (tidak fanatik buta) diperlukan dalam rangka 
melihat kemurnian haluan organisasi dan pelaksanaannya. Kader 
organisatoris bukan orang yang selalu mengikuti arus, juga bukan yang 
selalu menentang arus. Kader ini memiliki pijakan dalam bertindak 
berdasarkan aturan organisasi, maka tidak bisa dikatakan mengikuti atau 
menentang arus. 


Apa yang mencirikan kader organisatoris? 

1. Landasan bertindak jelas 

2. Loyal kepada organisasi bukan fanatisme buta, tapi sebagai buah 
kesadaran akan peran diri sendiri terhadap organisasi yang maslahat. 
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3. Memahami tugas dan kewajiban 
4. Komunikatif, progresif dan visioner 
5. Pandai bekerjasama 


Ditulis oleh: M. Sya'iruddin 


PUN 


D. 
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MEKANISME DAN TEKNIK PERSIDANGAN 


POKOK BAHASAN : 

Pengertian, tujuan, dan macam-macam diskusi, rapat, dan persidangan. 
Etika diskusi, rapat, dan persidangan. 

Perangkat dan teknik diskusi, rapat, dan persidangan. 

Teknik menciptakan diskusi, rapat, dan persidangan yang produktif. 


TUJUAN PEMBELAJARAN : 

Memahami pengertian, tujuan, macam serta etika diskusi, rapat, dan 
persidangan. 

Memahami perangkat dan teknik diskusi, rapat, dan persidangan. 
Memahami bagaimana menciptakan diskusi, rapat, dan persidangan 
yang produktif. 


METODE : 

1) Brainstroming 

2) Diskusi 

3) Role Playing 

4) Praktek diskusi dan sidang 


DISKUSI 


Pengertian Diskusi 

Kata diskusi berasal dari bahasa Yunani yaitu discuss yang berarti : pikiran 
atau bertukar fikiran atau membahas masalah dengan argumentasi yang 
referentatif atau memecahkan masalah dengan rasio dengan cara mufakat. 
Maksud Diskusi 


» 


» 
» 


Untuk mempertemukan fikiran dalam pencapaian pengambilan 
keputusan bersama 

Untuk melatih diri dalam praktik demokrasi 

Membentuk karakter peserta, menambah wawasan dan pengetahuan 
peserta 

Mencapai kata mufakat 
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» Saling melengkapi, mengkritik demi kemajuan yang diinginkan bukan 
bersaingan atau perselisihan 


Tata cara diskusi : 

Tema/topik harus aktual, menarik, ngetren bagi peserta 

Mempunyai nilai kelayakan untuk dibahas oleh orang banyak 

Waktu harus benar-benar diperhitungkan 

Topik disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

Rumusan masalahnya jelas 

Materi diskusi tidak rumit dan bertele-tele 

Manfaat Diskusi : 

a. Melatih diri mengambil keputusan denga cepat dalam menganalisa 
suatu masalah. 

b. Melatih meyakinkan diri, berani menerima kritik dan sanggahan dari 

orang lain. 

Memperluas wawasan dan pengalaman 

Ukhuwah islamiyah 

Mengertia karakter dan polah tingkah laku orang lain. 

Membentuk karakter yang stabil dan tidak mudah terpancing emosi 

Dapat mengurangi sifat egoisme atau indiviudal. 


VVVVYVYVTv 


a MAN 


E. RAPAT 

Pengertian Rapat 

Rapat merupakan suatu bentuk pertemuan antara para anggota yang ada di 
lingkungan organisasi sendiri untuk merundingkan atau menyelesaikan 
suatu masalah terkait kepentingan bersama. 


Jenis Rapat 

Rapat yang dilakukan sebagai bentuk komunikasi kelompok ini dapat 
dibedakan menjadi tiga jenis, yakni rapat penjelasan, rapat pemecahan 
masalah dan rapat perundingan. Berikut keterangannya : 

1. Rapat Penjelasan (teaching conference) 
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Rapat penjelasan adalah rapat yang dilakukan dengan tujuan untuk 
memberikan penjelasan kepada para peserta rapat. Contohnya, 
menjelaskan kegiatan launching produk baru perusahaan. Di dalam rapat 
jenis ini, yang dominan adalah pimpinan rapat. 

2. Rapat Pemecahan Masalah (problem solving conference) 

Rapat pemecahan masalah adalah rapat yang dilakukan dengan tujuan 
untuk mencari pemecahan suatu masalah atau untuk mencari kebenaran. 
Di dalam rapat ini, para peserta rapat diharapkan untuk dapat 
mengutarakan pendapatnya. 

3. Rapat Perundingan (negotiation conference) 

Rapat perundingan adalah jenis rapat yang diadakan karena terdapat dua 
atau lebih orang atau organisasi yang memiliki kepentingan bersama, 
sehingga apabila tidak diadakan perundingan dapat menimbulkan 
perselisihan atau memang telah terdapat perselisihan sehingga perlu 
diadakan penyelesaian secara damai. 


Macam-macam Rapat: 
Rapat-rapat rutin IPNU-IPPNU terdiri dari: 
. Rapat Harian, 
. Rapat Pleno, 
Rapat Pleno Paripurna, 
. Rapat Pleno Gabungan, 
. Rapat Koordinasi Bidang; 
Rapat Panitia. 


monano 


Rapat Harian 
(1) Rapat harian diikutioleh pengurus harian. 
(2) Rapat harian sebagaimana ayat (1) membahas: 
a. hal-hal yang bersifat rutin; 
b. hal-hal yang bersifat pentingdan mendesak; 
c. persiapan materi rapat pleno, rapat pleno paripurna, rapat 
pimpinan atau rapat pleno gabungan. 
(3) Pengurus harian sebagaimana ayat (1) terdiri dari ketua, wakil-wakil 
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ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara. 
Rapat Pleno 
(1) Rapat pleno diikuti oleh semua pengurus harian, departemen, dan 
lembaga: 
(2) Rapat pleno sebagaimana ayat (1) membahas: 
a. hal-hal yang bersifat penting dan menyangkut semua unsur 
organisasi, 
b. hal-hal yang bersifat konsultatif dan koordinatif, 
c. laporan pelaksanaan program kerja antar-departemen, lembaga 
dan badan kepada ketua, 
d. evaluasi kepengurusan dan/atau penyelenggaraan organsiasi 
secara menyeluruh, 
e. laporan keuangan. 


Rapat Pleno Paripurna 
(1) Rapat pleno paripurna dihadiri oleh semua anggota kepengurusan 
(harian, departemen, lembaga, timpelaksana (jika ada) dan dewan 
pembina. 
(2) Rapat pleno paripurna sebagaimana ayat (1) membahas: 
a. hal-hal yang bersifat penting dan krusial, 
b. sumbang saran dan pendapat dari dewan pembina. 
Rapat Pleno Gabungan 
(1) Rapat pleno gabungan diselenggarakan bersama organ-organ lain di 
lingkungan Nahdlatul Ulama yang setingkat. 
(2) Rapat gabungan sebagaimana ayat (1) membahas: 
a. program/kegiatan yang dilaksanakan bersama; 
b. sinergi program kerja; 
c. hal-hal krusial yang harus dibahas bersama. 
Rapat Koordinasi Bidang 
(1) Rapat koordinasi bidang diikuti oleh wakil ketua bidang, koordinator 
bidang, dan kepengurusan setingkat dibawah. 
(2) Rapat koordinasi bidang sebagaimana ayat (1) membahas: 
a. Progres report dan evaluasi pelaksanaan program bidang yang 
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bersangkutan: 
b. rencana pelaksanaan program pada bidang yang bersangkutan, 
c. berlakunya aturan baru dalam bidang yang bersangkutan. 
Rapat Panitia 
(1) Rapat panitia diselenggarakan oleh panitia pelaksana dan/atau panitia 
khusus (pansus), sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh 
pimpinan. 
(2) Rapat panitia sebagaimana ayat (1) membahas berbagai hal teknis 
penyelenggaraan suatu kegiatan. 


F. PERSIDANGAN 

IPNU-IPPNU adalah organisasi yang memiliki peraturan 
perundangan- undangan yang sangat lengkap. Dan setiap 
jenjang kepengurusan pasti memiliki peraturan yang berlaku di 
lingkup kepengurusan tersebut dan/atau di kepengurusan 
bawahnya. 

Di dalam IPNU-IPPNU ada istilah Rapat, Konferensi, dan 
Kongres. Setiap rapat, Konferensi, dan Kongres terkadang ada 
beberapa acara yang dilakukan dengan forum persidangan 
dalam rangka menetapkan suatu aturan tertentu dalam tubuh 
IPNU-IPPNU. Misalnya, Rapat Anggota Ranting: adanya sidang pleno 
tata tertib, sidang pleno LPJ, sidang pleno pemilihan ketua, dsb: 
Rapat Pimpinan: ada sidang komisi, sidang pleno gabungan 
komisi, dsb: Konferensi Anak Cabang: ada sidang pleno tata 
tertib, sidang pleno komisi, sidang pleno pemilihan ketua, dst. 
Dalam setiap persidangan pasti ada aturan dan tata cara 
melakukan persidangan yang baik dan benar agar sah untuk 
menetapkan suatu peraturan atau suatu keputusan. 

Karena IPNU-IPPNU ini adalah organisasi berbadan hukum, maka 
seluruh mekanisme organisasi juga diatur oleh Pimpinan Pusat melalui 
forum-forum tingkat nasional, tak terkecuali mekanisme Konferensi ini. 
Dalam Paraturan Organisasi Hasil Keputusan Konferensi Besar (Konbes) 
dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IPNU tahun 2019 tentang 
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Persidangan dan Rapat mengatur sidang-sidang dalam Konferensi, yaitu 
pada pasal 4 sebagai berikut: 
Pasal 4 (Persidangan pada Kongres, Konferensi dan Rapat Anggota) 

(1) Persidangan pada Kongres, Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang, 
Konferensi Anak Cabang dan Rapat Anggota pada intinya terdiri dari 
sidang pleno, sidang pleno gabungan dan sidang komisi. 

(2) Pelaksanaan sidang pleno, sidang pleno gabungan dan sidang komisi 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh satu orang ketua 
sidang, satu orang Sekretaris dan satu orang anggota. 

(3) Pimpinan sidang sebagaimana ayat (2) khusus pimpinan sidang 
pleno tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj), Tata tertib 
Pemihan Ketua dan Pemilihan Ketua dipimpin oleh Pimpinan IPNU 
satu tingkat di atasnya. 

(4) Apabila Pimpinan sidang di atas sebagaimana dimaksud ayat (3) 
tidak tercapai, maka diganti oleh pimpinan IPNU di atasnya lagi 
atau oleh Panitia Pengarah. 


Poin terpenting mengenai Kongres, Konferensi, dan Rapat Anggota 
adalah dua hal, yaitu evaluasi kepengurusan yang telah purna dan 
regenerasi nahkoda organisasi. Dua tahun masa khidmat untuk 
PAR/PR/PAC/PC dan tiga tahun untuk PW/PP adalah masa yang tidak 
sebentar. Banyak program kerja (proker) yang harus dijalankan untuk 
memperlihatkan tanggungjawab kepengurusan. Proker-proker tersebut 
tidak serta merta langsung jadi, namun pasti melalui proses dan 
mekanisme yang panjang dan rumit. Tidak semua pengurus tahu masalah 
itu. Namun, proker tetaplah proker. Jika ada yang tidak benar, maka perlu 
dievaluasi. Dan hak pimpinan ranting untuk meminta pertanggungjawaban 
pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) dalam forum konferancab yang 
akan datang (Dhanurendra, 2018). 

Sidang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) adalah sidang yang 
mewadahi evaluasi kepengurusan. Pada sidang tersebut, ada tiga pihak 
yang terlibat (Dhanurendra, 2018), yaitu misalkan LPJ-an PAC dalam forum 
Konferancab : 
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Pihak Pertama: Pimpinan di atas PAC atau Panitia Pengarah (SC) sebagai 
Pemimpin Sidang 

Terkait pimpinan sidang saat LPJan, dari Pimpinan Pusat sengaja 
diatur supaya Pimpinan sidang LPJ berasal dari pihak ketiga. Bisa PC, PW, 
atau SC. Hal tersebut dimaksudkan agar pimpinan sidang benar-benar 
berada di posisi netral. Tidak membela pengurus dan tidak mengintimidasi 
peserta sidang (Pimpinan Ranting /PR). 

Dalam forum ini, Pimpinan sidang harus benar-benar adil dalam 
mengambil keputusan, dan paham bagaimana mekanisme persidangan. 
Jika pimpinan sidang tidak berkompeten, maka yang terjadi malah bukan 
mengevaluasi kepengurusan, tapi yang dievaluasi bisa saja pimpinan 
sidang sendiri. Dengan demikian, PC harus mendelegasikan Pimpinan 
Sidang yang matang dan cakap dalam hal persidangan. Sebab, jika PC salah 
menugaskan kadernya, itu hanya akan merendahkan nama baik PC sebagai 
pimpinan di atas PAC dan PR. 

Jika dalam Konteks Konferensi Cabang, maka pihak pertama ini 
adalah dari PW, PP, atau Panitia Pengarah (SC) dari Konfercab. 


Pihak Kedua: Pimpinan Anak Cabang (PAC) sebagai Pihak yang Disidang 

Seluruh pengurus PAC harus hadir dalam forum ini. Sidang ini bukan 
untuk Ketua, Sekretaris, dan Bendahara saja, namun juga untuk seluruh 
pengurus yang dua tahun telah berikrar untuk setia terhadap organisasi. 
Para wakil ketua sangat tidak etis jika meninggalkan atau mangkir dari 
forum ini dan membiarkan Ketua PAC mempertanggungjawabkan 
kepengurusanya sendirian. Loyalitas pengurus di bawah Ketua harus 
diperlihatkan. 

Jika dari internal pengurus memperlihatkan perpecahan, dan 
diketahui-disadari oleh PR, maka akan berakibat fatal. Pertama, PR akan 
semakin banyak bahan untuk mengkritik PAC, sehingga nama baik PAC 
akan berkurang. Kedua, hal tersebut bukanlah contoh yang baik untuk 
kepengurusan di masa yang akan datang. Padahal, kita semua tahu bahwa 
suri tauladan yang baik (uswatun hasanah) akan lebih berpengaruh 
daripada sekedar menasehati/caramah. 
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Jika dalam Konteks Konferensi Cabang IPNU-IPPNU Nganjuk, maka 
pihak kedua ini adalah seluruh pengurus dari Pimpinan Cabang IPNU- 
IPPNU Nganjuk atau setidaknya PH hadir semua. 


Pihak Ketiga: Utusan Pimpinan Ranting dan Tamu Undangan sebagai 
Peserta sidang 

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa peserta sidang dibagi atas dua 
bagian, yaitu Peserta Penuh dan Peserta Peninjau. Peserta Penuh terdiri 
dari Para Utusan PR dan PK, Peserta Penuh memiliki hak suara dan hak 
bicara. Jika ada mekanisme Voting, Peserta Penuh memiliki hak suara 
untuk mengikuti Voting. Beda halnya dengan Peserta Peninjau, yaitu hanya 
memiliki hak bicara. 

Jika dalam Konteks Konferensi Cabang IPNU-IPPNU Nganjuk, maka 
pihak ketiga ini adalah utusan dari PAC, PKPT, PR, dan PK. 


TEKNIK PERSIDANGAN 
1. Pimpinan Sidang 
Pimpinan Sidang terdiri dari 


Ketua : Mengatur jalannya persidangan. 
Sekretaris  : Mencatatsemua yang ada dalam persidangan. 
Anggota : Membantu Ketua & Sekretaris dalam mengatur sidang. 


Pimpinan sidang memiliki kewajiban dan wewenang : 
» Menjaga kelancaran dan ketertiban sidang 
» Mengatur alur pembicaraan 
> Mendengar, menanggapi dan mejawab pertanyaan dari 
peserta sidang 
» Menetapkan keputusan dari hasil yang sudah disepakati oleh 
peserta 
2. Peserta Sidang 
Peserta siding terdiri dari: Peserta Penuh dan Peserta Peninjau 
e Peserta Penuh berhak mengemukakan pendapat dipilih, dan 
memilih: 
e Peserta Peninjau berhak mengemukakan pendapat, 
e Setiap peserta wajib menjaga ketertiban persidangan 
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3. Alat Persidangan 
Palu Sidang dan Tatakannya 
Materi yang disidangkan 
Papan Tulis dan alat tulis 
4. Ketukan Palu Sidang 
Satu Kali Ketukan 
Mengesahkan sebuah opsi atau point, mencabut pengesahan 
sebuah opsi atau point yang dikarenakan kesalahan teknis yang 
tidak disengaja dalam pengambilan penge-sahan, 
Dua Kali Ketukan 
Menskorsing jalannya persidangan, pergantian Pimpinan 
sidang, mencabut skorsing persidangan, 
Tiga Kali Ketukan 
Membuka dan menutup persidangan, serta membacakan 
konsideran: Ketukan berkali-kali 
Menenangkan forum. 


ISTILAH-ISTILAH DAN TATA URUT PERSIDANGAN 

a. Interupsi, yaitu memotong jalannya persidangan untuk 
memberikan informasi, dan/atau opsi: 

b. Prefilage, yaitu izin untuk meninggalkan forum sidang. 

c. Informasi, yaitu memberikan sebuah informasi tentang 
kejadian urgent yang terjadi selama proses persidangan, 
serta menginformasikan hal-hal yang urgent dalam 
pengambilan keputusan, 

d. Order, yaitu permintaan fasilitas terhadap Pimpinan sidang 
atau penyelenggara sidang: 

e. Question, yaitu pertanyaan tentang hal-hal maupun opsi 
selamajalannya persidangan, 

f. Feedback, yaitu partanyaan lanjutan dari Question, setelah 
Question dijawab orang kedua, 

g. Opsi, yaitu usulan yang diajukan oleh peserta sidang, 

h. Rasionalisasi, yaitu alasan pengaju opsi: 
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Justifikasi, yaitu penguatan Opsi yang dilakukan oleh selain 
pengaju opsi; 

Afirmasi, yaitu penguatan opsi yang dilakukan oleh pengaju 
opsi yang disertai dengan alasan, 

Lobbying, yaitu proses penyamaan pendapat yang dilakukan 
oleh para pembuat opsi yang telah mendapat justifikasi dan 
telah melakukan afirmasi: 

Voting, yaitu pemungutan suara oleh seluruh peserta 
sidang, setelah proses lobbying tidak mendapatkan titik 
temu: 


. Klarifikasi, yaitu menjelaskan kembali maksud dan tujuan 


sebuah pertanyaan, agar tidak terjadi kesalah pahaman. 
Klarifikasi dapat juga dikeluarkan untuk mencabut sebuah 
opsi, 

Peninjauan Kembali, yaitu pembahasan ulang point-point yang 
telah disahkan sebelum konsideran dibacakan dan atas 
persetujuan seluruh peserta forum. Jika ada satu orang saja 
yang menolak PK, maka PK tetap tidak sah; 


ISTILAH-ISTILAH LAIN 


1. 
2. 


Redaksi, yaitu tulisan dalam naskah yang disidangkan: 
Konsideran, yaitu teks yang digunakan untuk mengesahkan 
hasil sidang: 

Diktum, yaitu teks isi dari pembahasan yang disidangkan. 

Etiket, yaitu tata cara (adat sopan santun, dan norma) dalam 
menjalankan dan berpendapat dalam persidangan. 


CONTOH-CONTOH ETIKET PERSIDANGAN 


1. 


Membuka sidang 

"Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, dengan ini sidang 
pleno Pembahasan Tata Tertib Konferensi Anak Cabang saya 
nyatakan dibuka!" (Ketuk palu: dok.. dok.. dok..) 


2. Menskorsing sidang 
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"Untuk menunggu proses lobying, dengan ini sidang saya 
skorsing selama 2x5 menit.!" (ketuk palu: dok.. dok..) 
3. Mencabut skorsing sidang 
"Karena waktu skorsing telah habis, dengan ini skorsing saya 
cabut.! (dok.. dok..) 
4. Menutup sidang 
"Dengan mengucap alhamdulillahi robbil alamin, dengan 
ini sidang pleno Pembahasan Tata Tertib Konferensi Anak 
Cabang saya nyatakan ditutup!" (Ketuk palu: dok.. dok.. dok..) 
5. Pergantian Pimpinan Sidang 
Ketua sidang : "Peserta sidang sekalian, karena saya ingin ke 
belakang, dengan ini palu sidang saya berikan kepada 
sekretaris sidang!" (dok.. dok..) 
6. Pembacaan konsideran 
Kana ditetapkan di Ngronggot....... Pimpinan Sidang Pleno Tata 
Tertib Konferensi Cabang IPNU-IPPNU Nganjuk M. Syarifuddin, Ketua, 
tertandatangi, ........... Sekretaris tertandatangani, ........ Anggota 
tertandatangani. (dok.. dok.. dok..). 
7. Pengesahan Poin 
Pin-dang: "b. peserta sidang terdiri dari: peserta penuh dan 
peserta peninjau. Apakah dapat disepakati?" 
Peserta: "sepakat!" (serentak) Pin-dang: (dok..!) 
8. Mencabut pengesahan sebuah poin 
Peserta: (angkat tangan) "Informasi, Pimpinan Sidang. Anda tadi 
terlalu cepat dalam mengetuk palu, padahal saya ingin 
mengajukan opsi.! Jadi, saya order: tolong pengesahan poin b 
tadi dicabut!" 
Pin-dang: "Baiklah, karena telah terjadi kesalahan teknis, dengan 
ini pengesahan poin b saya cabut! (dok!!) 
9. Menenangkan Forum 
Pa (dok. dok. dok. dok. dok. dok..!) "seluruh peserta sidang 
harap tenang! Jangan terbawa emosi!" 
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10. Pengajuan Opsi 

Peserta : (angkat tangan) "Saya mengajukan Opsi, Pimpinan 
Sidang!" Pin-dang : "Iya, silahkan!" 

Pesert a: "Opsi saya, redaksi poin d) ini diganti: Usia setinggi- 
tingginya 27 tahun." 

Pin-dang: "Baik, apakah Opsi dari Rekan yang memakai sarung 
hitam sebelah barat itu, yaitu: redaksi poin d ini diganti: Usia 
setinggi-tingginya 27 tahun, dapat disepakati?" 

Peserta: "sepakat!" (serentak) 

Pin-dang: (dok!) 


Macam-Macam Persidangan 
Sidang Pleno 

» Sidang pleno diikuti oleh semua peserta dan bersifat pengambilan 
suatu keputusan atau untuk penyampaian pengarahan. 

> Sidang-sidang pleno terdiri dari sidang pleno pembahasan tata tertib, 
sidang pleno tentanglaporan pertanggung jawaban pengurus, sidang 
pleno tentang pemandangan umum atas LPJ, sidang pleno tentang 
pembahasan dan penetapan hasil sidang komisi-komisi, dan sidang 
pleno pemilihan ketua ketua dan tim formatur. 

Sidang Pleno Gabungan 

» Sidang pleno gabungan merupakan sidang gabungan antara peserta 
IPNU dengan IPPNU (bila acara dilaksanakan secara bersamaan). 

» Sidang pleno gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa 
dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kebijakan bersama. 

» Sidang pleno gabungan bisa dilaksanakan dengan agenda 
pembahasan program kerja jangka pendek dan jangka menengah atau 
forum yang diadakan untuk seminar atau diskusi. 

Sidang Komisi 

> Sidang komisi diikuti oleh sebagian peserta Rapat Anggota yang 

dilaksanakan untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus. 

>  Sidang-sidang komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

dari sidang komisi program kerja, sidang komisi keorganisasian, dan 
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sidang komisi rekomendasi. 
» Pada Rapat Anggota dapat diadakan sidang-sidang lain sesuai 
kebutuhan. 


G. TIPE PESERTA DISKUSI, RAPAT, DAN PERSIDANGAN 

Tipe -tipe peserta diskusi, rapat, dan persidangan sebagai berikut : 

a. tipe pemersatu 

Ia adalah peserta rapat yang senang mengusahakan pesartuan, ketika 
terjadi bentrokan-bentrokan yang mengarah pada perpecahan. Forum akan 
berlangsung lebih baik dan beruntung bila di dalamnya terdapat peserta 
tipe ini. Orang tipe pemersatu ini biasanya dituakan dan memiliki 
pengalaman yang baik. 

b. tipe perantara 

Tipe perantara ini hampir sama dengan tipe pemersatu. Hanya saja, titik 
berat kegiatannya adalah pada usaha-usaha untuk memperjelas pendapat - 
pendapat peserta lain yang kurang jelas. Tipe ini sangat cakap dalam 
menangkap arti yang diuraikan para peserta. 

c. tipe pendengar 

Tipe peserta ini bisa dikatakan kurang bermanfaat dalam rapat. Sebab, ia 
tidak mempunyai sumbangan pikiran dan pendapat. Tipe peserta rapat ini 
cenderung kurang aktif. Ia hanya senang menjadi pendengar saja. 

d. tipe pemberi semangat 

Ketika Forum berjalan sudah sangat lama, namun belum juga ada hasilnya, 
maka biasanya ada kecenderungan rapat menjadi menjemukan dan loyo. 
Dalam suasana rapat yang seperti ini, maka tipe pemberi semangan akan 
tampil untuk memberikan dorongan dalam menyelesaikan tugas yang 
sedang dibahas. 

e. tipe inisiatif 

Tipe inisiatif ini akan muncul ketika terjadi rapat macet lantaran arahan 
yang kurang dipahami atau masalah yang kurang dimengerti. Dalam hal ini, 
tipe inisiatif akan tampil menjadi pemrakarsa di mana pembahasan harus 
dimulai. 

f. tipe pemberi informasi 
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Tipe pemberi informasi ini sering disebut golongan “ensiklopedi” atau 
“kamus” karena mereka kaya akan pengetahuan atau informasi-informasi 
sehingga dapat menyumbangkan data yang sangat bermanfaat untuk 
memecahkan persoalan yang ada dalam rapat. 

g. tipe penyerang 

Tipe penyerang akan merasa sangat senang ketika harus menyerang atau 
mendebat peserta Forum lain, atau bahkan pemimpin Forum. Dalam 
Forum, serang menyerang memang diperkenankan. Tapi, hanya bila 
diperlukan saja dan juga harus tanpa emosi. Jangan sampai tetap 
menyerang argumentasi pihak lain, tanpa memandang apakah uraian yang 
diberikan betul atau salah. 


Tipe-tipe peserta rapat/diskusi/sidang yang ideal dan perlu dikembangkan 
adalah tipe pemersatu, tipe perantara, tipe pemberi semangat, tipe inisiatif 
dan tipe pemberi informasi. Sedangkan tipe penyerang dan pendengar 
sebaiknya tidak dikembangkan. Yang terpenting, rapat dapat berjalan 
dengan lancar, menghasilkan keputusan yang baik, serta para peserta aktif 
dalam mengikuti jalannya rapat. 


H. SYARAT SYARAT DISKUSI, RAPAT, DAN PERSIDANGAN 

Dalam melaksanakan rapat, tentunya acara tersebut diharapkan bisa 
berlangsung dengan baik. Agar rapat bisa menghasilkan kesimpulan yang 
baik, maka perlu dipahami syarat syarat rapta atau kriteria rapat yang baik 
dalam pelaksanaannya. Rapat dapat dikatakan baik, apabila : 

» Suasana terbuka. Artinya, setiap peserta rapat siap untuk 
menerima informasi dari siapa pun datangnya atau setiap peserta 
rapat memperhatikan pembicaraan peserta lainnya. 

» Tiap peserta rapat berpartisipasi penuh. Artinya, setiap peserta 
rapat dapat aktif terlibat dalam jalannya rapat. Yakni harus menjadi 
pendengar yang baik sekaligus pembicara yang baik bila 
diperlukan. 

» Selalu ada bimbingan dan pengawasan. Rapat yang baik harus 
terarah, karena bimbingan dan pengawasan dari ketua. 
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Perdebatan didasarkan argumentasi kontra argumentasi, bukan 
emosi kontra emosi. Di dalam rapat, yang dicari adalah kebenaran, 
bukan perselisihan atau saling menjatuhkan antara peserta rapat. 
Jadi, rapat yang baik adalah bila mengadu argumentasi, dan bukan 
emosi. 

Pertanyaan -pertanyaan yang singkat dan jelas. Artinya, pertanyaan 
yang disampaikan dalam rapat menuju sasaran dan tidak bertele - 
tele. 

Menghindari adanya klik yang memonopoli. Rapat yang baik adalah 
yang demokratis. Artinya, di dalam rapat tidak ada tindas menindas 
atau keinginan untuk menguasai sendiri. Setiap peserta rapat 
mempunyai hak yang sama, yakni dalam hal berbicara, hak 
mengambil bagian dan lainnya. 

Selalu ada kesimpulan. Rapat yang baik harus selesai dengan 
menghasilkan kesimpulan atau keputusan bersama. Rapat yang 
tidak baik, adalah bila rapat dilakukan dengan bertele -tele dan 
tanpa ada keputusan. 


Disusun Oleh: Syarif Dhanurendra 


37 


PERATURAN DASAR & PERATURAN RUMAH TANGGA 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA 
HASIL KONGRES 2018 DI CIREBON 


PERATURAN DASAR 


MUKADDIMAH 


Bismillahirrahmanirrahiim. 
Asyhadu alla ilaha illallah 
Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 


Bahwasanya keyakinan umat Islam yang berhaluan ahlussunnah wal jamaah sebagai 
prinsip hidup merupakan itikad dalam menegakkan nilai-nilai Islam, dasar berpijak dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila. 

Bahwasanya perjuangan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan melalui 
tahapan pembangunan nasional untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan 
dan kecerdasan bangsa adalah kewajiban bagi setiap warga negara, baik secara perorangan 
maupun bersama. 

Bahwasanya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 
potensi generasi muda Indonesia, senantiasa berpedoman pada garis perjuangan Nahdlatul 
Ulama dalam menegakkan nilai-nilai Islam dan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 

Bahwasanya atas dasar keinsyafan dan kesadaran akan tanggungjawab masa depan 
bangsa, kejayaan Islam, kemajuan Nahdalatul Ulama dan suksesnya pembangunan nasional, 
maka disusunlah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Pelajar Nahdlatul 
Ulama sebagai berikut: 


BABI 
NAMA DAN KEDUDUKAN 


Pasal 1 
Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat dengan IPNU yang 
didirikan pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 H bertepatan dengan hari rabu, tanggal 24 
Februari 1954 M di Semarang, untuk waktu yang tidak terbatas. 


Pasal 2 
Pimpinan Pusat Ikatan pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) berkedudukan di Ibukota Negara 
Kesatuan Negara Republik Indonesia. 
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BAB II 
ASAS, AOIDAH, IDENTITAS 


Pasal 3 
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama berdasar 
kepada Pancasila dan UUD 1945. 


Pasal 4 
Ikatan Pelajar Nahdaltul Ulama beragidah islam ahlussunnah wal jama'ah yang dalam 
bidang kalam mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al 
Maturidi; dalam bidang figih mengikuti salah satu dari Madzhab Empat Imam yaitu Hanafi, 
Maliki, Syafi'i dan Hambali serta dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi 
dan Abu Hamid al-Ghazali. 


Pasal 5 
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang bersifat keterpelajaran, kekaderan, 
kemasyarakatan, kebangsaan dan keagamaan. 


BAB III 
FUNGSI 


Pasal 6 

IPNU berfungsi sebagai: 

1. Wadah perjuangan pelajar Nahdlatul Ulama dan kepelajaran. 

2. Wadah kaderisasi pelajar untuk mempersiapkan kader-kader penerus Nahdlatul Ulama 
dan pemimpin bangsa. 

3. Wadah penguatan pelajar dalam melaksanakan dan mengembangkan Islam 
Ahlussunnah Wal-jamaah untuk melanjutkan semangat jiwa dan nilai-nilai Nahdliyyah. 

4. Wadah komunikasi pelajar untuk memperkokoh ukhuwah Nahdliyyah, Islamiyyah, 
Insaniyyah, dan Wathoniyyah. 


BAB IV 
TUJUAN DAN USAHA 


Pasal 7 
Tujuan IPNU adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertagwa kepada Allah SWT, 
berilmu, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan dan kebhinekaan serta 
bertanggungjawab atas terlaksananya syari'at Islam Ahlussunnah Wal-jamaah AnNahdliyah 
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi tegaknya NKRI. 


Pasal 8 
Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana pasal 7, maka IPNU melaksanakan usaha usaha: 
1.  Menghimpun dan membina pelajar dalam wadah organisasi IPNU. 
2. Mempersiapkan kader-kader pemimpin militan yang berwawasan intelektual dan 
berjiwa spiritual sebagai penerus perjuangan bangsa. 
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Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program 
perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat (maslahah al ammah), guna 
terwujudnya khaira ummah. 
Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama 
tidak merugikan organisasi. 


BAB V 
LAMBANG 


Pasal 9 


Lambang organisasi berbentuk bulat. 


1 
1. 
2: 


Warna dasar hijau, berlingkar kuning di tepinya dengan diapit dua lingkaran 

putih. 

Di bagian atas tercantum akronim “IPNU” yang menggunakan font Cambria dengan tiga 
titik di antaranya dan diapit oleh tiga garis lurus pendek, yang satu diantaranya lebih 
panjang pada bagian kanan dan kirinya semua berwarna putih. 

Di bawahnya terdapat sembilan bintang. Lima terletak sejajar, yang satu di antaranya 
lebih besar terletak di tengah dan empat bintang lainnya terletak mengapit membentuk 
segi tiga. Semua berwarna kuning. 

Di antara bintang yang mengapit, tedapat dua kitab dan dua bulu angsa bersilang 
berwarna putih. 


BAB VI 
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN 


Pasal 10 
Keanggotaan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama terdiri dari anggota biasa dan anggota 
kehormatan. 
Yang disebut anggota adalah setiap pelajar Islam yang menyatakan keinginannya dan 
sanggup menaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPNU, dapat diterima 
menjadi anggota. 
Ketentuan-ketentuan menjadi anggota dan pemberhentian anggota diatur dalam 
Peraturan Rumah Tangga. 


Pasal 11 


Ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota serta lain-lainnya diatur dalam 
Peraturan Rumah Tangga. 


BAB VII 
STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI 


Pasal 12 


Struktur Organisasi IPNU terdiri dari: 


1. 
2s 


Pimpinan Pusat untuk tingkat nasional, disingkat PP. 
Pimpinan Wilayah untuk tingkat propinsi, disingkat PW. 


SO: 205 FAO aa 
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Pimpinan Cabang untuk tingkat kabupaten/kota atau daerah yang disamakan dengan 
kabupaten/kota, disingkat PC. 

Pimpinan Cabang Istimewa untuk luar negeri, disingkat PCI. 

Pimpinan Anak Cabang untuk tingkat kecamatan, disingkat PAC. 

Pimpinan Komisariat untuk tingkat lembaga perguruan tinggi, disingkat PKPT. 
Pimpinan Komisariat untuk tingkat lembaga pendidikan, disingkat PK. 

Pimpinan Ranting untuk tingkat desa atau kelurahan dan sejenisnya, disingkat PR. 
Pimpinan Anak Ranting untuk tingkat komunitas atau kelompok tertentu dalam ruang 
lingkup desa atau kelurahan, disingkat PAR. 


Pasal 13 
Untuk mencapai tujuan dan usaha-usaha sebagaimana pasal (7) dan (8), IPNU 
membentuk departemen, lembaga dan badan yang merupakan bagian dari kesatuan 
organisatoris IPNU. 
Kepengurusan IPNU di semua tingkatan dapat membentuk departemen, lembaga dan 
badan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya. 


Pasal 14 


Ketentuan mengenai struktur dan bentuk perangkat organisasi sebagaimana dalam pasal 
(12) dan pasal (13) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga. 


— en aa 


BAB VIII 
KEPENGURUSAN DAN PERIODISASI 


Pasal 15 
Pengurus IPNU di semua tingkatan sesuai dengan struktur organisasi yang ada dipilih 
dan ditetapkan dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya. 
Ketentuan mengenai komposisi, kriteria, pemilihan dan penetapan pengurus IPNU, 
diatur dalam Peraturan Rumah Tangga. 


Pasal 16 
Kepengurusan dibatasi dengan periodisasi masa khidmat berikut: 
Masa khidmat untuk Pimpinan Pusat adalah 3 (tiga) tahun. 
Masa khidmat untuk Pimpinan Wilayah adalah 3 (tiga) tahun. 
Masa khidmat untuk Pimpinan Cabang adalah 2 (dua) tahun. 
Masa khidmat untuk Pimpinan Cabang Istimewa adalah 2 (dua) tahun. 
Masa khidmat untuk Pimpinan Anak Cabang adalah 2 (dua) tahun. 
Masa khidmat untuk Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi adalah 1 (satu) tahun. 
Masa khidmat untuk Pimpinan Komisariat adalah 1 (satu) tahun. 
Masa khidmat untuk Pimpinan Ranting adalah 2 (dua) tahun. 


0. Masa khidmat untuk Pimpinan Anak Ranting adalah 2 (dua) tahun. 


Pasal 17 


Apabila terjadi kekosongan kepengurusan dan kekosongan jabatan pengurus di semua 
tingkatan, maka ketentuan pengisiannya diatur dalam Peraturan Rumah Tangga. 
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BAB IX 
PELINDUNG DAN DEWAN PEMBINA 


Pasal 18 
Di setiap tingkat kepengurusan sesuai dengan struktur organisasi yang ada, terdapat 
pelindung dan dewan pembina. 
Hal-hal berkaitan dengan pelindung dan dewan pembina lebih lanjut di atur dalam 
Peraturan Rumah Tangga. 


BAB X 
PERMUSYAWARATAN 


Pasal 19 

Permusyawaratan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan 
ketetapan organisasi yang diikuti oleh struktur organisasi di bawahnya. 

Permusyawaratan di Lingkungan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama meliputi 
permusyawaratan tingkat Nasional, permusyawaratan tingkat Propinsi dan 
permusyawaratan tingkat Kabupaten/Kota, permusyawaratan tingkat cabang 
istimewa, permusyawaratan tingkat Kecamatan, permusyawaratan tingkat perguruan 
tinggi, permusyawaratan tingkat lembaga pendidikan, permusyawaratan tingkat 
Desa/Kelurahan dan permusyawaratan di ruang lingkup kelompok atau komunitas 


dalam desa atau kelurahan. 


Pasal 20 
Permusyawaratan tingkat nasional yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari: 
a. Kongres 
b. Kongres Luar Biasa 
c. Konferensi Besar 
d. Rapat Kerja Nasional 
e. Rapat Pimpinan Nasional 
f. Rapat Koordinasi Nasional 


Pasal 21 
Permusyawaratan tingkat Provinsi yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari: 
a. Konferensi Wilayah 
b. Konferensi Wilayah Luar Biasa 
c. Rapat Kerja Wilayah 
d. Rapat Pimpinan Wilayah 
e. Rapat Koordinasi Wilayah 


Pasal 22 
Permusyawaratan tingkat kabupaten/kota atau daerah yang disamakan 
kabupaten/kota, yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari: 
a. Konferensi Cabang 
b. Konferensi Cabang Luar Biasa 


dengan 


42 


c. Rapat Kerja Cabang 
d. Rapat Pimpinan Cabang 
e. Rapat Koordinasi Cabang 


Pasal 23 
Permusyawaratan tingkat Cabang Istimewa yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari : 
a. Konferensi Cabang Istimewa 
b. Konferensi Cabang Istimewa Luar Biasa 
c. Rapat Kerja Cabang Istimewa 
d. Rapat Pimpinan Cabang Istimewa 
e. Rapat Koordinasi Cabang Istimewa 


Pasal 24 
Permusyawaratan tingkat kecamatan yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari: 
a. Konferensi Anak Cabang 
b. Konferensi abang Luar Biasa 
c. Rapat Kerja Anak Cabang 
d. Rapat Pimpinan Anak Cabang 
e. Rapat Koordinasi Anak Cabang 


Pasal 25 
Permusyawaratan tingkat perguruan tinggi yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari : 
a. Rapat Anggota 
b. Rapat Anggota luar biasa 
c. Rapat kerja komisariat perguruan tinggi 
d. Rapat pimpinan komisariat perguruan tinggi 


Pasal 26 
Permusyawaratan tingkat lembaga pendidikan yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari: 
a. Rapat Anggota 
b. Rapat Anggota Luar Biasa 
c. Rapat Kerja Komisariat 


Pasal 27 
Permusyawaratan tingkat desa/kelurahan atau sejenisnya yang dimaksud dalam pasal (19) 
terdiri dari: 
a. Rapat Anggota 
b. Rapat Anggota Luar Biasa 
c. Rapat Kerja Ranting 
d. Rapat Pimpinan Ranting 
e. Rapat Koordinasi Ranting 


Pasal 28 
Permusyawaratan tingkat komunitas atau kelompok dalam desa/kelurahan yang dimaksud 
dalam pasal (19) terdiri dari: 
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a. Rapat Anggota 
b. Rapat Anggota Luar Biasa 
c. Rapat Kerja Anggota 


BAB XI 
RAPAT-RAPAT 


Pasal 29 
Rapat-rapat di Lingkungan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama terdiri dari: 
a. Rapat Pleno 
b. Rapat Harian 
c. Rapat Bidang 
d. Rapat Gabungan 
Pasal 30 
Ketentuan lebih lanjut tentang rapat-rapat sebagaimana tersebut pada pasal (28) akan 
diatur dalam Peraturan Rumah Tangga. 


BAB XII 
KEUANGAN 


Pasal 31 
1. Keuangan IPNU diperoleh dari sumber-sumber dana di lingkungan Nahdlatul Ulama, 
IPNU, umat Islam, maupun sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat. 
2. Sumber dana di lingkungan IPNU bersumber dari: 
a. luran anggota 
b. Usaha yang sah dan halal 
c. Bantuan yag tidak mengikat 
3. Pemanfaatan iuran anggota lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rumah Tangga. 


BAB XIII 
PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN 


Pasal 32 
Peraturan Dasar IPNU hanya dapat diubah oleh Kongres dengan dukungan minimal 2/3 
suara dari jumlah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah. 


Pasal 33 
IPNU hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Kongres atau referendum yang dilakukan 
khusus untuk maksud tersebut. Apabila IPNU dibubarkan, maka segala hak milik organisasi 
diserahkan kepada organisasi yang sehaluan dan/atau badan wakaf. 
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BAB XIV 
PENUTUP 


Pasal 34 
1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Dasar, akan diatur dalam Peraturan 
Rumah Tangga. 
2. Peraturan Dasar ini berlaku sejak waktu ditetapkan 
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PERATURAN RUMAH TANGGA 
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA 


BABI 
HARI LAHIR ORGANISASI 


Pasal 1 
Hari lahir organisasi adalah 20 Jumadil Akhir 1373 H menurut Kalender Hijriyah atau 24 
Februari 1954 menurut kalender Masehi. 


BAB II 
KEANGGOTAAN 


Pasal 2 
Anggota IPNU terdiri dari: 
1. Anggota biasa, selanjutnya disebut anggota, yaitu setiap Pelajar Islam Indonesia yang 
menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPNU. 
2. Anggota kehormatan adalah orang yang berjasa kepada organisasi. 
3. Syarat keanggotaan merupakan syarat mutlak dan wajib menjadi pengurus IPNU. 


BAB III 
TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA 


Pasal 3 

1. Anggota biasa pada dasarnya diterima melalui Pimpinan Ranting/Komisariat di tempat 
tinggalnya. 

2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota kehormatan ditetapkan di forum Kongres 
atau Rakernas. 

3. Dalam keadaan khusus, anggota yang tidak diterima melalui Pimpinan 
Ranting/Pimpinan Komisariat, pengelolaan administrasinya diserahkan pada Pimpinan 
Ranting/Komisariat terdekat, atau Pimpinan Anak Cabang, atau Pimpinan Cabang di 
daerah yang bersangkutan. 


Pasal 4 
Persyaratan menjadi anggota adalah: 
1. Berusia antara 13 sampai dengan 27 tahun. 
2. Menyatakan kesediaanya secara tertulis kepada pimpinan IPNU setempat. 
3. Sudah mengikuti dan lulus jenjang pendidikan kader Masa Kesetiaan Anggota 
(MAKESTA). 


Pasal 5 
Seseorang dinyatakan gugur keanggotaannya karena: 
1. Mundur atas permintaan sendiri yang diajukan kepada pimpinan IPNU secara tertulis. 
2. Diberhentikan karena melanggar Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga atau 
sebab-sebab lainnya. 


3. 
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Ketentuan tentang mekanisme dan prosedur pemberhentian keanggotaan diatur dalam 
Peraturan Organisasi 


BAB IV 
HAK DAN KEWAJIBAN 


Pasal 6 


Setiap anggota Berkewajiban: 


1: 
2; 
3. 


Menjaga dan membela keluhuran agama Islam. 

Menjaga reputasi dan kemualian Nahdlatul Ulama. 

Mentaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga serta peraturan peraturan 
organisasi lainnya. 

Membayar luran anggota. 


Pasal 7 


. Setiap anggota berhak: 


Mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA). 

Memperoleh perlakuan yang sama dari/untuk organisasi. 

Menyampaikan usul, saran dan pendapat. 

Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi. 

Memilih dan dipilih menjadi pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 


. Setiap anggota kehormatan berhak: 


Memberikan usul, saran dan pendapat. 
Memberikan bantuan kepada organisasi. 
Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi. 


Pasal 8 


Anggota IPNU tidak diperkenankan menjadi anggota organisasi lain yang mempunyai 
akidah, azas, tujuan dan/atau usaha yang bertentangan dengan akidah, azas, tujuan 
dan/atau usaha IPNU atau yang dapat merugikan IPNU. 
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BAB V 
PERANGKAT ORGANISASI 


Pasal 9 
Perangkat organisasi IPNU sebagimana diatur dalam pasal 12 Peraturan Dasar adalah 
departemen, lembaga dan badan 
Departemen adalah perangkat organisasi yang melaksanakan kebijakan IPNU pada 
bidang-bidang tertentu. 
Lembaga adalah perangkat organisasi yang melaksanakan kebijakan IPNU pada bidang- 
bidang yang membutuhkan penanganan khusus. 
Badan adalah perangkat taktis organisasi dalam menangani bidang-bidang tertentu. 
Lembaga dan badan sebagai perangkat organisasi IPNU bersifat semi otonom. 
Ketentuan lebih lanjut tentang departemen, lembaga dan badan akan diatur dalam 
Peraturan Organisasi. 
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BAB VI 
STRUKTUR ORGANISASI 


Pasal 10 
Pimpinan Pusat merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai 
pemegang kepemimpinan tertinggi organisasi di tingkat nasional. 
Pimpinan Pusat berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia, yang merupakan 
pimpinan tertinggi IPNU di tingkat nasional. 
Pimpinan Pusat sebagai tingkat kepengurusan tertinggi dalam IPNU merupakan 
penanggungjawab kebijakan dalam pengendalian organisasi dan pelaksanaan 
keputusan-keputusan Kongres. 
Pimpinan Pusat bertanggung jawab pada Kongres. 


Pasal 11 
Pimpinan Wilayah merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan 
sebagai pemegang kepemimpinan tertinggi organisasi di tingkat propinsi. 
Pimpinan Wilayah berkedudukan di ibukota propinsi, yang merupakan pimpinan 
tertinggi IPNU di tingkat propinsi. 
Pimpinan Wilayah berfungsi sebagai koordinator Pimpinan Cabang di daerahnya dan 
sebagai pelaksana Pimpinan Pusat untuk daerah yang bersangkutan. 
Dalam satu propinsi yang mempunyai sedikitnya 3 (tiga) Pimpinan Cabang dapat 
didirikan Pimpinan Wilayah, untuk selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan 
Pimpinan Wilayah yang lain dalam propinsi tersebut. 
Pimpinan Wilayah bertanggung jawab pada Konferensi Wilayah. 


Pasal 12 
Pimpinan Cabang merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan 
sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat kabupaten/kotamadya /kota 
administratif. 
Pimpinan Cabang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, yang merupakan 
pimpinan tertinggi IPNU di tingkat kabupaten/kota. 
Pimpinan Cabang memimpin dan mengkoordinir Pimpinan Anak cabang di daerah 
kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat 
untuk daerahnya. 
Dalam satu kabupaten/kota yang mempunyai sedikitnya 3 (tiga) Pimpinan Anak 
cabang atau 45 (empat puluh lima) Kader dapat didirikan Pimpinan cabang, dan 
selanjutnya tidak boleh mendirikan pimpinan Cabang yang lain. 
Dalam keadaan khusus (bila terdapat Pimpinan Cabang Nahdlatul ulama) 
diperbolehkan mendirikan Pimpinan Cabang. 
Pimpinan Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Cabang. 


Pasal 13 
Pimpinan Cabang Istimewa Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (disingkat PCI IPNU) 
merupakan satu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang 
kepemimpinan di sebuah negara di luar negeri. 
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Pimpinan Cabang Istimewa berkedudukan di luar negeri. 

Hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan tata cara pembentukan Pimpinan Cabang 
Istimewa serta pengaturannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi. 
Pimpinan cabang Istimewa bertanggungjawab kepada Konferensi Cabang Istimewa. 


Pasal 14 
Pimpinan Anak Cabang merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan 
sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat Kecamatan. 
Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di Ibukota Kecamatan, yang merupakan 
pimpinan tertinggi IPNU di tingkat Kecamatan. 
Pimpinan Anak Cabang memimpin dan mengkoordinir Pimpinan Ranting dan Pimpinan 
Komisariat di daerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Cabang 
dan Pimpinan Wilayah untuk daerahnya. 
Dalam satu daerah kecamatan yang mempunyai sedikitnya 3 (tiga) Pimpinan Ranting 
atau 15 (lima belas) anggota, dapat didirikan Pimpinan Anak Cabang, untuk selanjutnya 
tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Anak Cabang yang lain. 
Pimpinan Anak Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Anak Cabang. 


Pasal 15 
Pimpinan komisariat perguruan tinggi merupakan suatu keatuan organik yang 
memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat perguruan 
tinggi. 
pimpinan komisariat perguruan tinggi berkedudukan di lembaga pendidikan 
perguruan tinggi yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat perguruan tingi. 
pimpinan komisariat perguruan tinggi memimpin dan mengkordinir anggota di daerah 
kewenangannya serta melaksanakan kebijakan pimpinan cabang untuk daerahnya. 


Pasal 16 
Pimpinan Komisariat merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan 
sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat sekolah, pesantren, perguruan 
tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. 
Pimpinan Komisariat berkedudukan di lembaga pendidikan yang merupakan pimpinan 
tertinggi IPNU di tingkat lembaga pendidikan. 
Pimpinan Komisariat memimpin dan mengkoordinir anggota di daerah 
kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Cabang untuk daerahnya. 
Dalam satu lembaga pendidikan yang telah mempunyai sedikitnya 10 (sepuluh) 
anggota dapat didirikan Pimpinan Komisariat, untuk selanjutnya tidak diperbolehkan 
mendirikan Pimpinan Komisariat yang lain. 
Pimpinan Komisariat bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. 


Pasal 17 
Pimpinan Ranting merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan 
sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat desa atau Kelurahan. 
Pimpinan Ranting merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat Desa/Kelurahan. 
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Pimpinan Ranting memimpin dan mengkoordinir anggota di daerah kewenangannya, 
serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Cabang untuk 
daerahnya. 

Dalam satu Desa/Kelurahan yang telah mempunyai sedikitnya 12 (dua belas) anggota 
dapat didirikan Pimpinan Ranting, untuk selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan 
Pimpinan Ranting yang lain. 

Dalam keadaan khusus (bila terdapat kepengurusan ranting NU) bisa didirikan 
Pimpinan Ranting 

Pimpinan Ranting bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. 


Pasal 18 
Pimpinan Anak Ranting merupakan suatu kesatuan organik berbentuk komunitas atau 
kelompok (disebut PAR) di desa/kelurahan dan sejenisnya. 
Pimpinan Anak Ranting memimpin dan mengkoordinir anggota di daerah 
kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak 
Cabang. 
Dalam satu komunitas atau kelompok dan sejenisnya yang telah mempunyai sedikitnya 
10 (sepuluh) anggota Pimpinan Anak ranting dapat didirikan Pimpinan Anak Ranting 
yang lain. 
Pimpinan Anak Ranting bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. 


BAB VII 
PELINDUNG DAN DEWAN PEMBINA 


Pasal 19 
Pelindung adalah Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkat kepengurusan yang 
bersangkutan. 
Khusus untuk kepengurusan komisariat, dan komisariat perguruan tinggi pelindung 
dapat merupakan pimpinan lembaga pendidikan. 
Fungsi pelindung: 
Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada organisasi sesuai dengan 
tingkatannya masing-masing. 
Memberikan dorongan, saran-saran dan bantuan moril maupun materiil. 


Pasal 20 

Dewan Pembina IPNU di semua tingkatan kepengurusan terdiri dari: 

a. Alumni pengurus IPNU sesuai dengan tingkatan masing-masing. 

b. Orang-orang NU yang mempunyai hubungan moril dan berjasa terhadap 
pembinaan generasi muda Nahdalatul Ulama 

Struktur Dewan Pembina terdiri dari seorang koordinator dan beberapa anggota. 

Dewan Pembina berfungsi: 

a. Memberikan pembinaan secara berkesinambungan dan memberikan nasehat baik 
diminta ataupun tidak diminta. 

b. Memberikan dorongan moril maupun materiil kepada organisasi. 
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BAB VIII 
KEPENGURUSAN 


Pasal 21 

Pimpinan Pusat 

a. Pengurus Pimpinan Pusat terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus 
Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga. 

b. Pengurus Harian terdiri dari: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, 
Sekretaris Umum, beberapa Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, serta 
beberapa Wakil Bendahara Umum. 

Pimpinan wilayah 

a. Pengurus Pimpinan Wilayah terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan 
Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga. 

b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa 
wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara. 

Pimpinan Cabang 

a. Pengurus Pimpinan Cabang terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan 
Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga. 

b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa 
wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara. 

Pimpinan Cabang Istimewa 

a. Pengurus Pimpinan Cabang Istimewa terdiri dari Pengurus Harian ditambah 
dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga. 

b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa 
wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara. 

Pimpinan Anak Cabang 

a. Pengurus Pimpinan Anak Cabang terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan 
Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga. 

b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa 
wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara. 

Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi 

a. Pengurus Pimpinan Komisariat terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan 
Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga. 

b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa 
wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara. 

Pimpinan Komisariat 

a. Pengurus Pimpinan Komisariat terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan 
Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga. 

b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa 
wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara. 

Pimpinan Ranting 

a. Pengurus Pimpinan Ranting terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan 
Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga. 

b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa 
wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara. 

Pimpinan Anak Ranting 
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Pengurus Pimpinan Anak Ranting terdiri dari, pengurus harian di tambah dengan 
pengurus departemen dan atau pengurus badan dan lembaga. 

Pengurus Harian terdiri dari ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa 
wakil sekretaris, bendara, serta beberapa wakil bendara. 


BAB IX 
KRITERIA PENGURUS 


Pasal 22 


1. Kriteria pengurus Pimpinan Pusat adalah: 


Pn Tp 


Umur setinggi-tingginya 27 tahun. 

Pendidikan serendah-rendahnya S.1 

Pengalaman organisasi: 

Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota. 

Pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang atau Pimpinan Wilayah atau Pimpinan 
Pusat 

Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA), Latihan Kader Muda 
(LAKMUD), dan 

Latihan Kader Utama (LAKUT) dibuktikan dengan sertifikat di setiap tingkatan 
pelatihan. 


2. Kriteria pengurus Pimpinan Wilayah adalah: 


Pp pnp 


Umur setinggi-tingginya 26 tahun. 

Pendidikan serendah-rendahnya S-1 atau yang sederajat. 

Pengalaman organisasi: 

Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota. 

Pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang atau Pimpinan Wilayah 

Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dan Latihan Kader Muda 
(LAKMUD) dibuktikan dengan sertifikat di setiap tingkatan pelatihan 


3. Kriteria pengurus Pimpinan Cabang adalah: 


Pp ng 


Umur setinggi-tingginya 25 tahun. 

Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat. 

Pengalaman organisasi: 

Sekurang-kurangnya 2 tahun aktif sebagai anggota. 

Pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Cabang atau Pimpinan Cabang 

Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dan Latihan Kader Muda 
(LAKMUD) dibuktikan dengan sertifikat di setiap tingkatan pelatihan. 


4. Kriteria pengurus Pimpinan Anak Cabang adalah: 


pnp 


Umur setinggi-tingginya 23 tahun. 

Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat. 

Pengalaman organisasi: 

Sekurang-kurangnya 2 tahun aktif sebagai anggota. 

Pernah menjadi pengurus Pimpinan Ranting atau Pimpinan Komisariat atau 
Pimpinan Anak Cabang 


f. Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dibuktikan 
sertifikat pelatihan. 


5. Kriteria pengurus Komisariat Perguruan Tinggi adalah: 
a. Umur setinggi-tingginya 22 tahun. 
b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat. 
c. Pernah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dibuktikan 
sertifikat pelatihan. 


6. Kriteria pengurus Komisariat adalah: 
a. Umur setinggi-tingginya 19 tahun. 
b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat. 
c. Pernah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dibuktikan 
sertifikat pelatihan. 


7. Kriteria pengurus Pimpinan Ranting dan Anak Ranting adalah: 
a. Umur setinggi-tingginya 19 tahun. 
b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat. 
c. Pernah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dibuktikan 
sertifikat pelatihan. 


BAB X 
PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS 


Pasal 23 
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dengan 


dengan 


dengan 


dengan 


1. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Pusat ditentukan dengan ketentuan 


sebagai berikut: 


a. Ketua Umum dipilih oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa, dan tidak dapat dipilih 


kembali untuk Masa Khidmat berikutnya. 


b. Ketua Umum dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Kongres menyusun 


kepengurusan Pimpinan Pusat. 
c. Pimpinan Pusat dikukuhkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 
d. Ketua Umum bertanggungjawab kepada Kongres. 


2. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Wilayah ditentukan dengan ketentuan 


sebagai berikut: 


a. Ketua dipilih oleh Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Luar Biasa, dan 


tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya. 


b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Konferensi Wilayah menyusun 


kepengurusan Pimpinan Wilayah. 


c. Pimpinan Wilayah disahkan oleh Pimpinan Pusat dengan rekomendasi Pengurus 


Wilayah Nahdlatul Ulama. 
d. Ketua Pimpinan Wilayah bertanggungjawab kepada Konferensi Wilayah. 


3. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Cabang ditentukan dengan ketentuan 


sebagai berikut: 


Cc. 


d. 
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Ketua dipilih oleh Konferensi Cabang atau Konferensi Cabang Luar Biasa, dan tidak 
dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya. 

Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Konferensi Cabang menyusun 
kepengurusan Pimpinan Cabang. 

Pimpinan Cabang disahkan oleh Pimpinan Pusat dengan rekomendasi Pimpinan 
Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. 

Ketua Pimpinan Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Cabang. 


Pemilihan dan penetapan Pengurus Komisariat Perguruan Tinggi ditentukan dengan 
ketentuan sebagai berikut : 


a. 


b. 


Ketua dipilih oleh rapat anggota / rapat anggota luar biasa dan tidak dapat dipilih 
kembali untuk masa khidmat berikutnya. 

Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh rapat anggota menyusun 
kepengurusan pimpinan komisariat tinggi. 

Pimpinan komisariat perguruan tinggi disahkan oleh pimpinan cabang dengan 
rekomendasi majlis wakil cabang NU setempat 

Ketua pimpinan komisariat perguruan tinggi bertanggungjawab kepada rapat 
anggota. 


Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Anak Cabang ditentukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 


a. 


b. 


Cc. 


d. 


Ketua dipilih oleh Konferensi Anak Cabang atau Konferensi Anak Cabang Luar 
Biasa, dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya. 

Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Konferensi Anak Cabang menyusun 
kepengurusan Pimpinan Anak Cabang. 

Pimpinan Anak Cabang disahkan oleh Pimpinan Cabang dengan rekomendasi 
Majelis Wakil Cabang (MWC) NU. 

Ketua Pimpian Anak Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Anak Cabang. 


Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Komisariat ditentukan dengan ketentuan 


sebagai berikut: 

a. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa dan tidak dapat 
dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya. 

b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Rapat Anggota menyusun 
kepengurusan Pimpinan Komisariat. 

c. Pimpinan Komisariat disahkan oleh Pimpinan Cabang dengan rekomendasi 
Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan. 

d. Ketua Pimpinan Komisariat bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. 


Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Ranting ditentukan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 


a. 


b. 


Ketua dipilih oleh Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa dan tidak dapat 
dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya. 

Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Rapat Anggota menyusun 
kepengurusan Pimpinan Ranting. 
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c. Pimpinan Ranting disahkan oleh Pimpinan Cabang dengan rekomendasi Pimpinan 
Anak Cabang dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama. 
d. Ketua Pimpinan Ranting bertanggungjawab kepada Rapat Anggota 


Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Anak Ranting ditentukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa dan tidak dapat 
dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya. 

b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Rapat Anggota menyusun 
kepengurusan Pimpinan Ranting. 

c. Pimpinan Anak Ranting disahkan oleh Pimpinan Anak Cabang dengan 
rekomendasi Pimpinan Ranting dan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama atau 
Tokoh Nahdlatul Ulama setempat (jika belum terbentuk PAR NU). 

d. Ketua Pimpinan Anak Ranting bertanggungjawab kepada Rapat Anggota 


BAB XI 
RANGKAP JABATAN 


Pasal 24 
Rangkap jabatan organisasi adalah merangkap dua atau lebih jabatan kepengurusan 
harian di Lingkungan Nahdlatul Ulama, atau kepengurusan IPNU di daerah atau tingkat 
yang berbeda. 
Bagi pengurus yang merangkap jabatan sebagaimana ayat (1) diharuskan memilih 
salah satu jabatan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan. 


Pasal 25 
Rangkap jabatan politik adalah merangkap jabatan pada kepengurusan harian partai 
politik, organisasi underbow partai politik dan atau jabatan politik lainnya. 
Bagi pengurus yang merangkap jabatan sebagaiman ayat (1) diharuskan memilih salah 
satu jabatan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan. 


Pasal 26 
Pengurus dilarang melibatkan diri dan/atau melibatkan organisasi dalam kegiatan 
politik praktis. 
Bagi pengurus yang yang mengikuti kegiatan politik atau mencalonkan diri untuk 
menduduki jabatan politik, diwajibkan untuk mundur. 
Jika ayat (2) tidak terpenuhi, maka pengurus tersebut dapat diberhentikan oleh 
pengurus yang bersangkutan atau tingkat kepengurusan diatasnya. 
Pengisian kekosongan jabatan akibat pemberlakuan ayat (3) dilakukan dengan 
mekanisme yang berlaku. 
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BAB XII 
KEKOSONGAN KEPENGURUSAN 
DAN KEKOSONGAN JABATAN 


Pasal 27 
Kekosongan kepengurusan terjadi karena sebab-sebab berikut: 
a. Demisionerisasi resmi: 
b. Demisionerisasi otomatis: 
c. Pembekuan kepengurusan. 
Kekosongan kepengurusan sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Organisasi. 


Pasal 28 
Kokosongan jabatan ketua umum (untuk PP) atau ketua (untuk PW, PC, PAC, PR/PK) 
terjadi karena yang bersangkutan berhalangan tetap atau berhalangan tidak tetap. 
Berhalangan tetap terjadi karena yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan 
diri secara sukarela dan beralasan, atau diberhentikan secara tetap karena malanggar 
PD-PRT dan/atau peraturan organisasi lainnya, atau didesak untuk mundur oleh 
separuh lebih satu dari pimpinan setingkat di bawahnya karena yang bersangkutan 
tidak melaksanakan tugasnya. 
Berhalangan tidak tetap terjadi karena sakit tidak permanen, menunaikan ibadah haji, 
menjalankan tugas belajar atau tugas lainnya ke luar negeri atau luar daerah kerjanya, 
atau permintaan ijin cuti karena suatu hal yang dikabulkan. 
Pengisian kekosongan jabatan sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) diatur dalam 
Peraturan Organisasi. 


Pasal 29 
Kekosongan jabatan non-Ketua umum/Ketua terjadi karena pengurus yang 
bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri secara sukarela dan beralasan, atau 
diberhentikan secara tetap karena melanggar PD-PRT dan/atau peraturan organisasi 
lainnya. 
Kekosongan jabatan sebagaimana ayat (1) tidak terjadi karena yang bersangkutan 
berhalangan tidak tetap. 
Mekanisme pengisian kekosongan jabatan pengurus sebagaimana ayat (1) diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Organisasi. 


Pasal 30 
Di semua tingkat kepengurusan IPNU, seorang tidak diperbolehkan menjadi pengurus 
lebih dari 2 (dua) masa khidmat berturut-turut pada tingkat kepengurusan yang sama. 
Dalam hal yang bersangkutan terpilih menjadi ketua umum/ketua pada masa khidmat 
yang ketiga, maka hal tersebut diperbolehkan. 
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BAB XIII 
PERMUSYAWARATAN 


Pasal 31 

Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat nasional adalah Kongres. 
Kongres diadakan setiap 3 tahun sekali oleh Pimpinan Pusat dan dihadiri oleh 
Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang dan undangan. 
Untuk kelancaran penyelenggaraan Kongres, Pimpinan Pusat membentuk panitia yang 
bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat. 
Kongres adalah forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang diselenggarakan 
untuk: 
a. Membahas dan menetapkan perubahan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah 

Tangga. 

Membahasa dan menetapkan Prinsip Perjuangan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. 
c. Membahas dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Perjuangan dan 
PengembangP3). 
Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan IPNU secara internasional. 
Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat. 
f. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Tim Formatur. 


pa 


Pasal 32 
Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Kongres Luar Biasa. 
Kongres Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi 
yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam 
forum/permusyawaratan lain. 
Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah Pimpinan 
Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah. 
Kongres Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan 
Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah. 


Pasal 33 
Rapat Kerja Nasional merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah- 
masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan 
perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja secara nasional. 
Rapat Kerja Nasional oleh Pimpinan Pusat, dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat serta 
Pimpinan Wilayah. 
Rapat Kerja Nasional diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan 
Pimpinan Pusat. 


Pasal 34 
Konferensi besar merupakan forum permusyawaratan untuk membahas peraturan 
organisasi peraturan organisasi dan peraturan administrasi. 
Konferensi besar oleh pimpinan pusat dan dihadiri oleh pimpinan pusat serta pimpinan 
wilayah. 
Konferensi besar diadakan paling lambat 6 bulan setelah kongres. 
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Pasal 35 

Rapat Pimpinan Nasional merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu- 
isu aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan 
organisasi di tingkat nasional. 

Rapat Pimpinan Nasional diadakan oleh Pimpinan Pusat, dan dihadiri oleh Pimpinan 
Wilayah. 

Rapat Pimpinan Nasional diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat 
tertentu. 


Pasal 36 
Rapat Koordinasi Nasional Merupakan forum permusyawaratan untuk membahas 
masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan 
perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja yang dilaksanakan 
oleh bidang tertentu di tingkat nasional. 
Rapat Koordinasi Nasional diadakan oleh Pimpinan Pusat, dan dihadiri oleh Pimpinan 
Pusat serta Pimpinan Wilayah sesuai lingkup bidang tertentu. 
Rapat Koordinasi Nasional dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam masa 
kepengurusan Pimpinan Pusat. 


Pasal 37 
Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat propinsi adalah Konferensi 
Wilayah. 
Konferensi Wilayah diadakan setiap 3 tahun sekali oleh Pimpinan wilayah dan dihadiri 
oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang. 
Konferensi Wilayah diselenggarakan untuk: 
a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Wilayah. 
b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat propinsi. 
c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah. 
d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Wilayah dan tim formatur. 


Pasal 38 
Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Konferensi Wilayah Luar Biasa. 
Konferensi Wilayah Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah- 
masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam 
forum/permusyawaratan lain. 
Konferensi Wilayah Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu dari 
jumlah Pimpinan Cabang yang sah. 
Konferensi Wilayah Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah 
Pimpinan Cabang yang sah. 


Pasal 39 
Rapat Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah- 
masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan 
perencanaan, koordinasi dan evaluasi program, menyusun jadwal/program kerja, serta 
penjabaran hasil Konferensi Wilayah, serta membahas masalah-masalah khusus 
organisasi di tingkat propinsi. 


ag 
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Rapat Kerja Wilayah diadakan oleh Pimpinan Wilayah, dan dihadiri oleh Pimpinan 
Wilayah dan Pimpinan Cabang. 

Rapat Kerja Wilayah diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan 
Pimpinan Wilayah. 


Pasal 40 
Rapat Pimpinan Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu-isu 
aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan 
organisasi di tingkat propinsi. 
Rapat Pimpinan Wilayah dapat diadakan untuk membahas masalah-masalah yang akan 
dibawa pada Kongres atau rapat Kerja Nasional 
Rapat Pimpinan Wilayah diadakan oleh Pimpinan Wilayah, dan dihadiri oleh Pimpinan 
Cabang. 
Rapat Pimpinan Nasional diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat 
tertentu. 


Pasal 41 
Rapat Koordinasi Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas 
masalah-masalah orgasnisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan 
perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja yang dilaksanakan 
oleh bidang tertentu di tingkat wilayah. 
Rapat Koordinasi Wilayah diadakan oleh Pimpinan Wilayah dan dihadiri oleh Pimpinan 
Wilayah serta Pimpinan Cabang sesuai lingkup bidang tertentu. 
Rapat Koordinasi Wilayah dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam masa 
kepengurusan Pimpinan wilayah. 


Pasal 42 
Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat kabupaten/kota adalah 
Konferensi Cabang. 
Konferensi cabang diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Pimpinan Cabang yang 
dihadiri oleh Pimpinan Anak cabang, Pimpinan Ranting, Pimpinan Komisariat dan 
Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi. 
Konferensi Cabang diselenggarakan untuk: 
a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Cabang. 
b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat 
kabupaten/kota. 
c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Cabang. 
d. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Cabang dan Tim Formatur. 


Pasal 43 
Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Konferensi Cabang Luar Biasa. 
Konferensi Cabang Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah 
organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselelsaikan dalam 
forum/permusyawaratan lain. 
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Konferensi Cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separuh lebih satu jumlah 
Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah. 
Konferensi Cabang Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah 
Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah. 


Pasal 44 
Rapat Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas 
perencanaan, koordinasi dan evaluasi program: menyusun jadwal/program kerja, serta 
penjabaran hasil Konferensi Cabang serta membahas masalah-masalah khusus 
organisasi di tingkat kabupaten/kota. 
Rapat Kerja Cabang diadakan oleh Pimpinan Cabang dan dihadiri oleh Pimpinan Anak 
Cabang. 
Rapat Kerja Cabang diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan 
Pimpinan Cabang. 


Pasal 45 
Rapat Pimpinan Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu-isu 
aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan 
organisasi di tingkat kabupaten/kota. 
Rapat Pimpinan Cabang dapat diadakan untuk membahas masalah-masalah yang akan 
dibawa pada Kongres, Konferensi Wilayah, atau Rapat Kerja Wilayah. 
Rapat Pimpinan Cabang diadakan oleh Pimpinan Cabang, dan dihadiri oleh Pimpinan 
Anak Cabang. 
Rapat Pimpinan Cabang diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu. 


Pasal 46 
Rapat Koordinasi Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas 
masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan 
perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja yang dilaksanakan 
oleh bidang tertentu di tingkat Cabang. 
Rapat Koordinasi Cabang diadakan oleh Pimpinan Cabang, dan dihadiri oleh Pimpinan 
Cabang dan Pimpinan Anak Cabang sesuai lingkup bidang tertentu. 
Rapat Koordinasi Cabang dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam masa 
kepengurusan tertentu. 


Pasal 47 

Forum permusyawaratan tertinggi di Perguruan tinggi adalah Rapat Anggota. 

Rapat anggota diadakan setiap 1 tahun sekali oleh Pimpinan Komisariat Perguruan 

Tinggi yang dihadiri oleh anggota. 

Rapat Anggota diselenggarakan untuk: 

a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Komisariat 
Perguruan Tinggi 

b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi pada Pimpinan 
Komisariat Perguruan Tinggi 

c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi 
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d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi dan Tim 
Formatur 


Pasal 48 
Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Rapat Anggota Luar Bisa. 
Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah 
organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam 
forum/permusyawaratan lain. 
Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah 
anggota. 
Rapat Anggota Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah 
anggota. 


Pasal 49 
Rapat Kerja Anggota merupakan forum permusyawaratan untuk membahas 
perencanaan, koordinasi dan evaluasi program: menyusun jadwal/program kerja, dan 
penjabaran hasil Rapat Anggota, serta membahas masalah-masalah khusus organisasi 
pada Perguruan Tinggi. 
Rapat Kerja Anggota juga dapat diadakan guna membahas masalah-masalah yang akan 
dibawa pada Konferensi Cabang 
Rapat Kerja Anggota diadakan oleh Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi dan dihadiri 
oleh anggota. 
Rapat Kerja Anggota diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan 
Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi. 


Pasal 50 
Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan tinggi merupakan forum permusyawaratan 
untuk membahas isu-isu aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan 
kepentingan pelajar dan organisasi di tingkat perguruan tinggi. 
Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi dapat diadakan untuk membahas 
masalah-masalah yang akan dibawa pada Konferensi Cabang. 
Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diadakan oleh Pimpinan Komisariat 
Perguruan Tinggi, dan dihadiri oleh Anggota. 
Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diadakan sesuai kebutuhan pada suatu 
masa khidmat tertentu. 


Pasal 51 
Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat kecamatan adalah Konferensi 
Anak Cabang. 
Konferensi Anak Cabang diselenggarakan untuk: 
a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Anak Cabang. 
b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat kecamatan. 
c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang. 
d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang dan Tim Formatur. 
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Pasal 52 
Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Konferensi Anak Cabang Luar 
Biasa. 
Konferensi Anak cabang Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah- 
masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam 
forum/permusyawaratan lain. 
Konferensi Anak cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu 
jumlah Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah. 
Konferensi Anak Cabang Luar biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga 
jumlah Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah. 


Pasal 53 
Rapat Kerja Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas 
perencanaan, koordinasi dan evaluasi prorgram; menyusun jadwal/program kerja, 
serta penjabaran hasil Konferensi Anak cabang. 
Rapat Kerja Anak Cabang dapat diadakan untuk membahas masalah yang akan dibawa 
pada Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang. 
Rapat Kerja Anak Cabang diadakan oleh Pimpinan Anak Cabang dan dihadiri oleh 
Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat. 
Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat 
tertentu. 


Pasal 54 
Rapat Pimpinan Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas 
isu-isu aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan 
organisasi di tingkat kecamatan. 
Rapat Pimpinan Anak Cabang dapat diadakan untuk membahas masalahmasalah yang 
akan dibawa pada Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang. 
Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan oleh Pimpinan Anak Cabang, dan dihadiri oleh 
Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat. 
Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat 
tertentu. 


Pasal 55 

Rapat Koordinasi Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas 
masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan 
perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja yang dilaksanakn 
oleh bidang tertentu di tingkat Anak Cabang. 

Rapat Koordinasi Anak Cabang diadakan oleh Pimpinan Anak Cabang dan dihadiri oleh 
Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting serta Pimpinan Komisariat sesuai lingkup 
bidang tertentu. 


Pasal 56 
Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat Desa/Kelurahan adalah Rapat 
Anggota. 
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Rapat Anggota diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Pimpinan Pimpinan 

Komisariat Perguruan Tinggi yang dihadiri oleh Pimpinan Komisariat Perguruan 

Tinggi. 

Rapat Anggota diselenggarakan untuk: 

a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Komisariat 
Perguruan Tinggi. 

b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat Perguruan 
Tinggi. 

c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Ranting 

d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting dan Tim Formatur. 


Pasal 57 
Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa. 
Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah 
organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam 
forum/permusyawaratan lain. 
Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah 
Pimpinan Anak Ranting yang sah. 
Rapat Anggota Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah 
Pimpinan Anak Ranting yang sah. 


Pasal 58 
Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat Desa/Kelurahan adalah Rapat 
Anggota. 
Rapat Anggota diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Pimpinan Ranting yang 
dihadiri oleh Pimpinan Anak Ranting 
Rapat Anggota diselenggarakan untuk: 
a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Ranting 
b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat Desa/ 
Kelurahan 
c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Ranting 
d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting dan Tim Formatur. 


Pasal 59 
Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa. 
Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah 
organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam 
forum/permusyawaratan lain. 


Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah 
Pimpinan Anak Ranting yang sah. 
Rapat Anggota Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah 
Pimpinan Anak Ranting yang sah. 
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Pasal 60 
Rapat Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan untuk membahas 
perencanaan, koordinasi dan evaluasi program: menyusun jadwal/program kerja, serta 
penjabaran hasil Rapat Anggota: serta membahas masalah-masalah khusus organisasi. 
Rapat Kerja Ranting dapat diadakan guna membahas masalah-masalah yang akan 
dibawa pada Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang. 
Rapat Kerja Ranting diadakan oleh Pimpinan Ranting dan dihadiri oleh Pimpinan Anak 
Ranting. 
Rapat Kerja Ranting diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan 
Pimpinan Ranting. 


Pasal 61 
Forum permusyawaratan tertinggi dalam sebuah Komunitas/Kelompok di 
desa/kelurahan adalah Rapat Anggota. 
Rapat anggota diadakan setiap 1 tahun sekali oleh Pimpinan Anak Ranting yang 
dihadiri oleh anggota. 
Rapat Anggota diselenggarakan untuk: 
a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Anak Ranting 
b. Membahas dan menetapkan  kebijakan-kebijakan organisasi pada 
komunitas/kelompok 
Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Anak Ranting 
d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Ranting dan Tim Formatur 


1g) 


Pasal 62 
Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Rapat Anggota Luar Bisa. 
Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah 
organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam 
forum/permusyawaratan lain. 
Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah 
anggota. 
Rapat Anggota Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah 
anggota. 


Pasal 63 
Rapat Kerja Anggota merupakan forum permusyawaratan untuk membahas 
perencanaan, koordinasi dan evaluasi program: menyusun jadwal/program kerja, dan 
penjabaran hasil Rapat Anggota, serta membahas masalah-masalah khusus organisasi 
pada komunitas/kelompok di desa/kelurahan. 
Rapat Kerja Anggota juga dapat diadakan guna membahas masalah-masalah yang akan 
dibawa pada Konferensi Anak Cabang, Rapat Anggotaatau Rapat Kerja Ranting. 
Rapat Kerja Anggota diadakan oleh Pimpinan Anak Ranting/Pimpinan dan dihadiri 
oleh anggota. 
Rapat Kerja Anggota diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan 
Pimpinan Anak Ranting. 
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Pasal 64 
Segala jenis permusyawaratan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh separoh lebih satu 
dari jumlah Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang Istimewa, 
Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting/Pimpinan Komisariat, Pimpinan Anak 
Ranting atau anggota yang sah sesuai dengan tingkat permusyawaratan. 
Segala keputusan yang diambil dalam setiap permusyawaratan diupayakan dengan 
cara musyawarah dan mufakat. 
Jika ketentuan pada ayat (2) dalam pasal ini tidak dapat terpenuhi, maka keputusan 
diambil dengan suara terbanyak. 


BAB XIV 
RAPAT-RAPAT 


Pasal 65 
Rapat-rapat IPNU terdiri dari: 
a. Rapat Harian 
b. Rapat Pleno 
c. Rapat Pleno Paripurna 
d. Rapat Pleno Gabungan 
e. Rapat Pimpinan 
f. Rapat Koordinasi Bidang 
g. Rapat Panitia. 
Ketentuan selanjutnya mengenai rapat-rapat diatur dalam Peraturan Organisasi. 


Pasal 66 
Pengambilan keputusan dalam seluruh rapat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang- 
kurangnya 2/3 dari jumlah peserta pada tingkat kepengurusan yang bersangkutan. 
Apabila tidak memenuhi ketentuan ayat (1) di atas, mak rapat dapat ditunda sampai 
batas yang tidak ditentukan. 


BAB XV 
KEUANGAN 


Pasal 67 
Besar iuran anggota ditetapkan dalam Peraturan Pimpinan Pusat. 
Hasil pendapatan iuran anggota digunakan untuk kepentingan organisasi ditingkatan 
masing-masing. 


Pasal 68 
Pengelolaan keuangan IPNU dilakukan secara jujur, transparan dan akuntabel. 
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BAB XVI 
PENUTUP 


Pasal 69 
1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan rumah Tangga akan diatur dalam 
Peraturan Organisasi dan Peraturan Pimpinan Pusat. 
2. Peraturan Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
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PERATURAN DASAR & PERATURAN RUMAH TANGGA 
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
HASIL KONGRES 2018 DI CIREBON 


PERATURAN DASAR 
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 
(PD IPPNU) 


Mukaddimah 


Bismillahirrahmanirrahim 
Asyhadu an laa ilaaha illallah 
Wa asyhadu anna muhammadan rosulullah 


di 


Bahwasanya pelajar putri Nahdlatul Ulama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
generasi Indonesia, senantiasa berpedoman pada garis perjuangan Nahdlatul Ulama 
dalam menegakkan syariat Islam dan bertanggung jawab terhadap Pancasila sebagai 
asas kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Bahwasanya keyakinan umat Islam yang berhaluan Ahlussunah wal Jama'ah sebagai 
prinsip hidup merupakan itikad dalam menegakkan syariat Islam, dasar berpijak dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai 
Pancasila. 

Bahwasanya perjuangan mempertahankan, mengisi kemerdekaan melalui tahapan 
pembangunan nasional untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan kecerdasan 
bangsa adalah kewajiban bagi setiap negara baik secara perorangan maupun bersama- 
sama. 

Bahwasanya atas dasar keinsafan generasi muda akan tanggung jawab masa depan 
bangsa, kejayaan Islam, kemajuan Nahdlatul Ulama dan sukses pembangunan 
Indonesia, maka berkat rahmat Allah SWT, kami generasi penerus Nahdlatul Ulama 
menyatukan diri dalam wadah organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) 
dengan Peraturan Dasar sebagai berikut: 


BAB I 
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN 
Pasal 1 
Nama 
Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat 
IPPNU. 


Pasal 2 
Waktu 


Embrio organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama muncul di Surakarta pada tahun 
1955 M yang selanjutnya disahkan pada tanggal 2 Maret 1955 bertepatan dengan 8 Rajab 
1374 H di Malang. Dinamika organisasi menjadikan IPPNU mengalami perubahan akronim 
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menjadi Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama (1988-2003) dan kembali menjadi Ikatan 
Pelajar Putri Nahdlatul Ulama pada tanggal 23 Juni 2003, bertepatan dengan 29 Rabiul 
Akhir 1424 H untuk waktu yang tidak terbatas. 


Pasal 3 
Kedudukan 
Organisasi ini berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia yang merupakan tempat 
kedudukan Pimpinan Pusat. 


BAB II 
AOIDAH DAN ASAS 

Pasal 4 

Agidah 
IPPNU berakidah Islam menurut paham Ahlussunah wal Jama'ah An Nahdiyah dan 
mengikuti dibidang akidah Imam Abu Hasan Al “Asyari dan Imam Abu Mansur Al Maturidi, 
mazhab dalam bidang Figih mengikuti salah satu mazhab: Iman Hanafi, Iman Maliki, Iman 
Syafii, dan Iman Hambali: di bidang tasawuf imam Al Ghozali dan Imam Junaid Al Baghdadi. 


Pasal 5 
Asas 
IPPNU berasaskan Pancasila dan UUD 1945. 


BAB III 
KEDAULATAN 
Pasal 6 
Kedaulatan 
Kedaulatan NU berada di tangan anggota dan dilaksanakan melalui Kongres sebagai forum 
tertinggi IPPNU. 


BAB IV 
SIFAT DAN FUNGSI 
Pasal 7 
Sifat 
IPPNU adalah organisasi kepelajaran, kemasyarakatan dan keagamaan yang bersifat nirlaba. 


Pasal 8 
Fungsi 
IPPNU berfungsi sebagai: 

1. Wadah berhimpun pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk melanjutkan nilai-nilai dan 
Cita-cita perjuangan NU, 

2. Wadah komunikasi, interaksi dan integrasi pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk 
menggalang ukhuwah Islamiyah dan mengembangkan syiar Islam Ahlussunah wal 
Jama'ah An Nahdiyah: 

3. Wadah kaderisasi dan keilmuan pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk mempersiapkan 
kader-kader bangsa. 
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BAB V 
TUJUAN DAN USAHA 


Pasal 9 
Tujuan 


Tujuan organisasi ini adalah terbentuknya pelajar putri Indonesia yang bertakwa kepada 
Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab 
atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut paham Ahlussunah wal Jamaah An 
Nahdiyah dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan 


UUD 1945. 

Pasal 10 
Usaha 

1.  Menghimpun dan membina pelajar putri Islam dalam wadah organisasi IPPNU. 

2. Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa. 

3.  Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun garis besar kebijakan 
organisasi dan landasan program sesuai dengan perkembangan masyarakat. 

4. Membina persahabatan dan kerja sama dengan organisasi putri Islam pada khususnya 
dan organisasi lain pada umumnya selama tidak merugikan organisasi IPPNU baik 
dalam maupun luar negeri. 

5. Mengembangkan sumber daya pelajar di berbagai sektor kehidupan. 

BAB VI 
KEANGGOTAN 
Pasal 11 
Keanggotaan 
1. Anggota IPPNU adalah pelajar putri Islam yang berusia 12-30 tahun. 


N 


. Anggota IPPNU terdiri dari anggota biasa dan anggota istimewa. 


BAB VII 
STRUKTUR ORGANISASI 


Pasal 12 
Struktur Organisasi 
Struktur organisasi IPPNU terdiri dari: 

Pimpinan IPPNU tingkat Nasional disebut Pimpinan Pusat disingkat PP IPPNU; 
Pimpinan IPPNU di Provinsi disebut Pimpinan Wilayah disingkat PW IPPNU; 
Pimpinan IPPNU di Kabupaten atau Kota disebut Pimpinan Cabang disingkat PC 
IPPNU; 
Pimpinan IPPNU di Kecamatan disebut Pimpinan Anak Cabang disingkat PAC IPPNU; 
Pimpinan IPPNU Desa atau Kelurahan disebut Pimpinan Ranting disingkat PR IPPNU; 
Pimpinan IPPNU tingkat Dusun (jika diperlukan) disebut Pimpinan Anak Ranting 
disingkat PAR IPPNU; 
Pimpinan IPPNU untuk Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi disebut Pimpinan 
Komisariat Perguruan Tinggi disingkat PKPT IPPNU; 
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8. Pimpinan IPPNU untuk tingkat fakultas/jurusan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi 
disebut Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi disingkat PAKPT IPPNU: 

9. Pimpinan IPPNU untuk Lembaga Pendidikan di tingkat Pondok Pesantren, SLTP, SLTA 
dan sederajat disebut Pimpinan Komisariat disingkat PK IPPNU: 

10. Pimpinan IPPNU Luar Negeri disebut Pimpinan Cabang Istimewa disingkat PCI IPPNU. 


BAB VIII 
PERMUSYAWARATAN 
Pasal 13 
Permusyawaratan 
Permusyawaratan IPPNU terdiri dari: 

1. Kongres, 

2. Kongres Luar Biasa, 

3. Konferensi Besar: 

4. Rapat Kerja Nasional: 

5. Rapat Pimpinan Nasional: 

6. Konferensi Wilayah: 

7. Konferensi Wilayah Luar Biasa; 

8. Rapat Kerja Wilayah: 

9. Rapat Pimpinan Wilayah, 


10. Konferensi Cabang: 

11. Konferensi Cabang Luar Biasa; 

12. Rapat Kerja Cabang, 

13. Rapat Pimpinan Cabang, 

14. Konferensi Anak Cabang; 

15. Konferensi Anak Cabang Luar Biasa, 

16. Rapat Kerja Anak Cabang, 

17. Rapat Pimpinan Anak Cabang: 

18. Konferensi Ranting: 

19. Konferensi Ranting Luar Biasa, 

20. Rapat Kerja Ranting, 

21. Rapat Pimpinan Ranting, 

22. Rapat Anggota Anak Ranting; 

23. Rapat Kerja Anak Ranting: 

24. Konferensi Komisariat Perguruan Tinggi: 

25. Rapat Kerja Komisariat Perguruan Tinggi: 

26. Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi, 
27. Rapat anggota Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi: 
28. Rapat Kerja pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi: 
29. Rapat Anggota Komisariat, 

30. Rapat Kerja Komisariat, 

31. Konferensi Cabang Istimewa, 

32. Konferensi Cabang Istimewa Luar Biasa, 

33. Rapat Kerja Cabang Istimewa, 

34. Rapat Pimpinan Cabang Istimewa. 


N 
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BAB IX 
KEUANGAN 


Pasal 14 
Keuangan 
Keuangan IPPNU bersumber dari: 


. Iuran anggota; 
. Usaha milik organisasi: 
. Bantuan yang tidak mengikat. 


BAB X 
PERATURAN 


Pasal 15 
Peraturan 
Peraturan IPPNU terdiri dari: 


. Peraturan Dasar: 

. Peraturan Rumah Tangga, 

. Peraturan Organisasi: 

. Peraturan Administrasi: 

. Peraturan Pimpinan Pusat, 

. Peraturan Pimpinan Wilayah; 
. Peraturan Pimpinan Cabang. 


BAB XI 


PERUBAAHAN DAN PEMBUBARAN 


Pasal 16 
Perubahan 


Peraturan Dasar IPPNU hanya dapat diubah oleh Kongres dengan dukungan 2/3 (dua per 
tiga) suara dari jumlah utusan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah. 


Pasal 17 
Pembubaran 


IPPNU hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Kongres atau Referendum yang 


dilakukan khusus untuk maksud tersebut. 


Apabila IPPNU dibubarkan, maka segala hak milik organisasi diserahkan kepada 


organisasi yang sehaluan dan/atau badan wakaf. 


71 


BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 


Pasal 18 
Ketentuan Penutup 
1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Dasar, lebih lanjut akan diatur dalam 
Peraturan Rumah Tangga. 
2. Peraturan Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
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PERATURAN RUMAH TANGGA 
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA 


BABI 
ATRIBUT 


Pasal 1 
Lambang 


Lambang organisasi berbentuk segi tiga sama sisi, 


1, 


2 


Warna dasar hijau dikelilingi garis warna kuning yang kedua tepinya diapit oleh warna 
putih: 

Isi lambang: bintang sembilan (satu terletak diatas, empat buah menurun disisi kanan, 
empat buah lainnya menurun disisi kiri berwarna kuning), dua kitab dan dua bulu 
angsa bersilang untuk ujung mata pena berwarna putih serta dua bunga melati putih di 
kedua sudut bawah lambang, 

Tulisan IPPNU dengan lima titik di belakang huruf berwarna putih berada di bawah 
bulu angsa dan di antara dua kuncup bunga melati putih. 


Pasal 2 
Lagu 


Lagu-lagu wajib IPPNU terdiri dari mars dan hymne pelajar NU yang diseragamkan. 


Pasal 3 
Atribut Lainnya 


Ketentuan tentang arti lambang, penggunaan lagu dan atribut lainnya ditetapkan dengan 
Peraturan Organisasi dan Administrasi IPPNU. 


BAB II 
KEANGGOTAAN 


Pasal 4 
Jenis Keanggotaan 

Anggota biasa IPPNU adalah pelajar putri Nahdlatul Ulama, berusia 12-30 tahun yang 
pernah atau sedang studi di tingkat sekolah menengah atau perguruan tinggi, pondok 
pesantren atau sederajat dan menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah 
Tangga IPPNU, 

Anggota istimewa IPPNU adalah alumni pengurus IPPNU dan orang yang dianggap 
pernah berjasa terhadap organisasi. 


Pasal 5 
Syarat Keanggotaan 
Syarat menjadi anggota biasa IPPNU: 
a. Pelajar putri Islam berusia 12-30 tahun, 
b. Menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU; 


73 


c. Mengkuti masa kesetiaan anggota (MAKESTA) dan menyatakan kesediaaan 
menjadi anggota secara tertulis kepada Pimpinan IPPNU setempat 

d. Anggota IPPNU tidak diperkenankan menjadi anggota organisasi lain yang 
mempunyai asas, agidah, tujuan dan usaha yang bertentangan dengan asas, 
agidah, tujuan serta usaha IPPNU. 

Syarat menjadi anggota istimewa: 

a. Alumni pengurus IPPNU dan orang yang diangap berjasa terhadap organisasi, 
dengan tidak terikat batasan usia, 

b. Menyatakan kesediannya menjadi anggota kepada Pimpinan IPPNU setempat. 


Pasal 6 
Proses Keanggotaan 


Proses keanggotaan anggota biasa : 

a. Anggota biasa diterima melalui Ranting/Anak Ranting/Komisariat, 

b. Dalam keadaan khusus, anggota yang tidak diterima melalui Ranting/Anak 
Ranting/ Komisariat, pengelolaan administrasinya diserahkan pada Pimpinan 
Anak Cabang dan struktur yang diatasnya, 

c. Pengesahan anggota ditetapkan setelah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota 
(Makesta): 

d. Anggota yang telah disahkan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh PC 
setempat, 

e. Format KTA dan tata cara pengisian KTA diatur dalam Peraturan Organisasi dan 
Peraturan Administrasi. 

Tata cara keanggotaan anggota istimewa sepenuhnya menjadi kebijakan kepengurusan 

IPPNU di setiap tingkatan. 


Pasal 7 
Hak Anggota 


Setiap Anggota biasa berhak: 


1. 


2; 
3. 
4 


Memperoleh perlakuan yang sama dari/untuk organisasi; 

Mengeluarkan usul, saran dan pendapat; 

Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi; 

Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan/atau memegang jabatan lain yang 
diamanatkan kepadanya; 

Memperoleh mandat atau rekomendasi untuk mengikuti kegiatan diluar organisasi. 


Pasal 8 
Kewajiban Anggota 
Setiap anggota biasa berkewajiban: 
a. Mentaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, 
Peraturan Administrasi dan Keputusan Organisasi; 
b. Menjunjung tinggi nama baik, tujuan dan kehormatan organisasi; 
c. Mendukung dan mensukseskan program organisasi. 
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Setiap anggota istimewa berkewajiban melaksanakan hal-hal yang menjadi keputusan 
dan kebijakan kepengurusan IPPNU disetiap tingkatan. 


Pasal 9 

Pemberhentian Anggota 
Anggota biasa dan anggota istimewa berhenti karena: 
a. Meninggal dunia, 
b. Telah habis masa keanggotaannya: 
c. Atas permintaan sendiri: 
d. Diberhentikan karena melanggar PD-PRT IPPNU, 
Pengaturan tentang pemberhentian anggota diatur dalam Peraturan Organisasi. 


BAB III 
STRUKTUR ORGANISASI 


Pasal 10 
Pimpinan Pusat 

Pimpinan pusat berkedudukan di ibukota negara Replubik Indonesia, yang merupakan 
Pimpinan tertinggi IPPNU di tingkat Nasional. 
Pimpinan pusat terdiri dari : 
Pelindung: 
Dewan Pembina: 
Ketua Umum: 
8 (delapan) orang ketua (sesuai dengan jumlah departemen), 
Sekretaris umum: 
8 (delapan) orang sekretaris (sesuai dengan jumlah ketua); 
Bendahara umum: 
8 (delapan) orang bendahara (sesuai dengan jumlah ketua): 
3 (tiga) ketua lembaga semi otonom, 
j. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan). 
Ketua umum dipilih oleh Kongres untuk masa bakti 3 tahun dan tidak dapat dipilih 
kembali untuk periode berikutnya, 
Pimpinan pusat disahkan oleh PBNU dan bertanggung jawab kepada Kongres. 


“Pa Mp ANC 


Pasal 11 

Pimpinan Wilayah 
Pimpinan Wilayah berkedudukan di ibukota Propinsi atau daerah istimewa, yang 
merupakan Pimpinan tetinggi IPPNU di tingkat Propinsi: 
Pimpinan Wilayah terdiri dari: 
Pelindung, 
Dewan Pembina: 
Ketua: 
4 wakil ketua (sesuai dengan jumlah departemen): 
Sekretaris: 
4 wakil sekretaris: 
Bendahara: 


PPn 
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h. 2 wakil bendahara: 

i. 3 ketua lembaga (semi otonom), 

j. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan). 

Ketua Wilayah dipilih oleh Konferensi Wilayah untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan 
tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya, 

Pimpinan Wilayah disahkan oleh Pimpinan Pusat atas rekomendasi Pengurus NU 
setempat dan bertanggung jawab kepada Konferensi Wilayah. 


Pasal 12 

Pimpinan Cabang 
Pimpinan Cabang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif 
yang merupakan Pimpinan IPPNU di tingkat Kabupaten/ Kotamadya/ Kota 
Administratif. 
Pimpinan Cabang terdiri dari: 
Pelindung, 
Dewan Pembina: 
Ketua: 
4 wakil ketua (sesuai dengan jumlah departemen): 
Sekretaris: 
4 wakil sekretaris (sesuai dengan kebutuhan) 
Bendahara: 
2 wakil bendahara: 
3 ketua lembaga (semi otonom): 
j. Pengurus pleno ( sesuai kebutuhan). 
Ketua dipilih oleh Konferensi Cabang untuk masa bakti 2 (dua) tahun dan tidak dapat 
dipilih kembali untuk periode berikutnya: 
Pimpinan Cabang disahkan oleh Pimpinan Pusat atas rekomendasi Pimpinan Wilayah 
dan Pengurus NU setempat dan bertanggung jawab kepada Konferensi Cabang. 


“PR MPN 


Pasal 13 

Pimpinan Anak Cabang 
Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di Kecamatan yang merupakan Pimpinan 
tertinggi IPPNU di tingkat Kecamatan, 
Pimpinan Anak Cabang terdiri dari: 
Pelindung, 
Dewan Pembina: 
Ketua: 
2 wakil ketua (sesuai dengan jumlah departemen): 
Sekretaris dan 1 wakil sekretaris: 
Bendahara dan 1 wakil bendahara: 
2 ketua lembaga (semi otonom), 
Pengurus pleno (sesuai kebutuhan). 
Ketua dipilih oleh Konferensi Anak Cabang untuk masa bakti 2 (dua) tahun dan tidak 
dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. 
Pimpinan Anak Cabang disahkan oleh Pimpinan Cabang atas rekomendasi Pengurus NU 
setempat dan bertanggung jawab terhadap Konferensi Anak Cabang. 


Pa MP AND 
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Pasal 14 

Pimpinan Ranting 
Pimpinan Ranting berkedudukan di Desa/Kelurahan yang merupakan Pimpinan IPPNU 
tertinggi ditingkat Desa/Kelurahan. 
Pimpinan Ranting terdiri dari: 
Pelindung, 
Dewan Pembina: 
Ketua dan wakil ketua: 
Sekretaris dan wakil sekretaris: 
Bendahara dan wakil bendahara: 
2 ketua lembaga semi otonom(jika diperlukan): 
Pengurus pleno (sesuai kebutuhan), 
Ketua dipilih oleh konferensi Ranting untuk masa bakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih 
kembali untuk periode berikutnya. 
Pimpinan Ranting disahkan oleh PC atas rekomendasi PAC dan Pengurus NU setempat 
dan bertanggung jawab kepada Konferensi Ranting. 
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Pasal 15 

Pimpinan Anak Ranting 
Pimpinan Anak Ranting berkedudukan di Dusun yang merupakan Pimpinan IPPNU 
tertinggi di tingkat Dusun. 
Pimpinan Anak Ranting terdiri dari: 
Pelindung, 
Dewan Pembina: 
Ketua dan wakil ketua: 
Sekretaris dan wakil sekretaris: 
Bendahara dan wakil bendahara: 
2 ketua lembaga (semi otonom);jika diperlukan 
Pengurus pleno (sesuai kebutuhan). 
Ketua dipilih oleh Rapat Anggota untuk masa bakti 1 tahun dan tidak dapat dipilih 
kembali untuk periode berikutnya. 
Pimpinan Anak Ranting disahkan oleh PC atas rekomendasi PR, PAC danPengurus NU 
setempat dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. 
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Pasal 16 

Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi 
Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi berkedudukan di Lembaga Perguruan Tinggi, 
yang merupakan Pimpinan tertinggi IPPNU di tingkat Lembaga Perguruan Tinggi. 
Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi terdiri dari: 
Pelindung: 
Dewan Pembina: 
Ketua dan 2 wakil ketua: 
Sekretaris dan 2 wakil sekretaris: 
Bendahara dan 1 wakil bendahara: 
Dua ketua lembaga (semi otonom): jika diperlukan 
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g. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan). 

Ketua dipilih oleh Konferensi Komisariat Perguruan Tinggi untuk masa bakti 1 tahun 
dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. 

Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi setara/setingkat dengan PAC, dan disahkan 
oleh PC atas rekomendasi Perguruan Tinggi dan atau MWC setempat, serta 
bertanggung jawab kepada Konferensi Komisariat Perguruan Tinggi. 


Pasal 17 

Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi 
Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi berkedudukan di tingkat Fakultas / 
Jurusan Lembaga Perguruan Tinggi, yang merupakan Pimpinan tertinggi IPPNU di 
tingkat Fakultas/ Jurusan. 
Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi terdiri dari: 
Pelindung: 
Dewan Pembina: 
Ketua dan 1 wakil ketua: 
Sekretaris dan 1 wakil sekretaris: 
Bendahara dan 1 wakil bendahara: 
Dua ketua lembaga (semi otonom): jika diperlukan 
Pengurus pleno (sesuai kebutuhan). 
Ketua dipilih oleh RAPAT Anggota Anak Komisariat Perguruan Tinggi untuk masa bakti 
1 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. 
Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi setara/setingkat dengan PR, dan disahkan 
oleh PC atas rekomendasi PKPT serta bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Anak 
Komisariat Perguruan Tinggi. 
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Pasal 18 

Pimpinan Komisariat 
Pimpinan Komisariat berkedudukan di Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren, yang 
merupakan Pimpinan tertinggi IPPNU di tingkat Lembaga Pendidikan/Pondok 
Pesantren. 
Pimpinan Komisariat terdiri dari: 
Pelindung, 
Dewan Pembina: 
Ketua dan 1 wakil ketua: 
Sekretaris dan 1 wakil sekretaris: 
Bendahara dan 1 wakil bendahara: 
2 ketua lembaga (semi otonom), 
Pengurus pleno (sesuai kebutuhan). 
Ketua dipilih oleh Rapat Anggota masa bakti 1 tahun dan tidak dapat dipilih kembali 
untuk periode berikutnya. 
Pimpinan Komisariat setara/setingkat dengan PR, dan disahkan oleh PC atas 
rekomendasi PAC dan Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren setempat, serta 
bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. 
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Pasal 19 

Pimpinan Cabang Istimewa 
Pimpinan Cabang Istimewa berkedudukan di Luar Negeri. 
Pimpinan Cabang Istimewa terdiri dari: 
Pelindung: 
Dewan Pembina: 
Ketua dan wakil ketua: 
Sekretaris dan wakil sekretaris: 
Bendahara dan wakil bendahara: 
3 ketua lembaga (semi otonom): 
Pengurus pleno (sesuai kebutuhan). 
Ketua Cabang Istimewa dipilih oleh Konferensi Cabang Istimewa untuk masa bakti 2 
tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. 
Pimpinan Cabang Istimewa setara/setingkat dengan PW, dan disahkan oleh Pimpinan 
Pusat atas rekomendasi Pengurus NU setempat serta bertanggung jawab kepada 
Konferensi Cabang Istimewa. 
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BAB IV 
PEMBENTUKAN ORGANISASI 


Pasal 20 

Pembentukan Organisasi 
Dalam satu daerah tingkat I/ propinsi, yang sekurang-kurangnya mempunyai 3 cabang 
atau sekitar 135 anggota, dapat didirikan Pimpinan Wilayah dan selanjutnya tidak 
diperbolehkan dibentuk Pimpinan Wilayah yang lain dalam satu provinsi. 
Dalam satu kabupaten/kota yang telah mempunyai 3 anak cabang dan/atau 6 
komisariat dan/atau sekitar 45 anggota dapat dibentuk Pimpinan Cabang. 
Dalam satu daerah kecamatan yang telah mempunyai 3 ranting dan/atau 3 komisariat 
dan/atau sekitar 30 anggota dapat didirikan Pimpinan Anak Cabang dan selanjutnya 
tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Anak Cabang yang lain. 
Dalam satu Perguruan Tinggi yang telah mempunyai sekitar 15 anggota dapat 
dibentuk Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi. 
Dalam satu desa/kelurahan, Lembaga Pendidikan dan Pondok Pesantren yang telah 
mempunyai anggota sekurang-kurangnya 10 orang dapat dibentuk Pimpinan Ranting 
atau Pimpinan Komisariat. 
Dalam satu dusun mempunyai anggota sekurang-kurangnya 10 orang dapat dibentuk 
Pimpinan Anak Ranting atas dasar kebutuhan Pimpinan Ranting setempat. 


BAB V 
PELINDUNG DAN DEWAN PEMBINA 


Pasal 21 
Pelindung 
Pada tiap-tiap tingkatan kepengurusaan IPPNU terdapat pelindung. 
Pelindung adalah pengurus NU pada masing-masing tingkatan kepengurusan. 
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Pelindung untuk Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi dari unsur pengurus Lembaga 

Perguruan tinggi setempat berdasar pertimbangan Pengurus Cabang NU setempat. 

Pelindung untuk Pimpinan Komisariat Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren dari 

unsur pengurus Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren setempat berdasar 

pertimbangan Pengurus Cabang NU setempat. 

Fungsi Pelindung: 

a. Memberikan perlindungan, pengayoman pada organisasi dengan tingkatan 
masing-masing. 

b. Memberikan dorongan, saran-saran dan bantuan moril maupun materil. 


Pasal 22 

Dewan Pembina 
Pada tiap-tiap tingkatan kepengurusan IPPNU terdapat Dewan Pembina. 
Pembina terdiri dari: 
a. Alumni Pimpinan IPPNU sesuai tingkatan masing-masing; 
b. Orang yang dianggap berjasa terhadap IPPNU. 
Fungsi Dewan Pembina : 
a. Memberikan pembinaan secara kontinyu dan memberikan nasihat baik di minta 

ataupun tidak; 

b. Memberikan bantuan moril maupun materil kepada organisasi. 


BAB VI 
KRITERIA PENGURUS 


Pasal 23 

Pimpinan Pusat 
Usia setinggi-tingginya 27 tahun 
Pendidikan serendah-rendahnya S-1. 
Pengalaman Organisasi: 
a. Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi; 
b. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Wilayah dan/atau Pimpinan Cabang, 
c. Pernah mengikuti latihan kader muda dan latihan kader utama, 
d. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi. 
Khusus untuk pengurus harian disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Pusat 
dan/atau Pimpinan Cabang serta mendapat rekomendasi dari Pimpinan Wilayah. 
Khusus untuk ketua umum disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Pusat dan 
atau Pimpinan Wilayah dan mendapat rekomendasi dari PW. 
Status bebas. 
Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi 
yang berafiliasi pada parpol manapun. 
Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan 
PD-PRT dan citra diri IPPNU. 
Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NUselain IPPNU 


. Pengurus harian khususnya ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum harus 


bersedia tinggal di Ibukota Negara. 
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Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara 
maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri 


Pasal 24 

Pimpinan Wilayah 
Usia setinggi-tingginya 25 tahun. 
Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat. 
Pengalaman organisasi: 
a. Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi; 
b. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang dan/atau Pimpinan Anak Cabang; 
c. Pernah mengikuti latihan kader muda; 
d. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi. 
Khusus untuk pengurus harian disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan 
Wilayah dan/atau Pimpinan Cabang. 
Status bebas. 
Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi 
yang berafiliasi pada parpol manapun. 
Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan 
PD-PRT dan citra diri IPPNU. 
Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU.selain IPPNU 


. Pengurus harian khususnya ketua, sekretaris, bendahara harus bersedia tinggal di 


wilayah ibukota provinsi setempat. 
Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara 
maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri 


Pasal 25 
Pimpinan Cabang 
Usia setinggi-tingginya 23 tahun. 
Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat. 
Pengalaman organisasi: 
a. Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi; 
b. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Cabang dan/atau Pimpinan Ranting 
dan/atau Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi; 
c. Pernah mengikuti latihan Kader Muda; 
d. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi 
Khusus untuk pengurus harian disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang 
dan/atau Pimpinan Anak Cabang. 
Status bebas. 
Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi 
yang berafiliasi pada parpol manapun. 
Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan 
PD-PRT dan citra diri IPPNU. 
Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU selain IPPNU 


. Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara 


maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri 
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Pasal 26 

Pimpinan Anak Cabang 
Usia setinggi-tinginya 21 tahun. 
Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat. 
Pengalaman organisasi: 
a. Sekurang-kurangnya 2 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi: 
b. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Cabang dan/atau Pimpinan Ranting 

dan/atau Pimpinan Komisariat, 

c. Pernah mengikuti Makesta, 
d. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi. 
Status bebas. 
Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi 
yang berafiliasi pada parpol manapun. 
Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan 
PD-PRT dan citra diri IPPNU. 
Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU. 
Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara 
maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri 


Pasal 27 

Pimpinan Ranting 
Usia setinggi-tingginya 19 tahun. 
Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat. 
Pengalaman organisasi: 
a. Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi: 
b. Pernah mengikuti masa kesetiaan anggota, 
c. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi. 
Khusus ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Ranting. 
Status bebas. 
Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi 
yang berafiliasi pada parpol manapun. 
Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan 
PD-PRT dan Citra Diri IPPNU. 
Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU. 


. Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara 


maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri 


Pasal 28 

Pimpinan Anak Ranting 
Usia setinggi-tingginya 19 tahun. 
Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat. 
Pengalaman organisasi: 
a. Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi: 
b. Pernah mengikuti masa kesetiaan anggota, 
c. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi. 
Khusus ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Ranting. 
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Status bebas. 

Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi 
yang berafiliasi pada parpol manapun. 

Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan 
PD-PRT dan citra diri IPPNU. 

Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU. 

Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara 
maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri 


Pasal 29 

Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi 
Usia setinggi-tingginya 22 tahun. 
Pengalaman organisasi: 
a. Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota; 
b. Pernah mengikuti makesta 
c. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi. 
Khusus ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Komisariat Perguruan 
Tinggi. 
Status bebas. 
Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi 
yang berafiliasi pada parpol manapun. 
Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan 
PD-PRT dan citra diri IPPNU. 
Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara 
maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri 


Pasal 30 

Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi 
Usia setinggi-tingginya 22 tahun. 
Pengalaman organisasi: 
a. Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota; 
b. Pernah mengikuti makesta 
c. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi. 
Khusus ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Komisariat 
Perguruan Tinggi. 
Status bebas. 
Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi 
yang berafiliasi pada parpol manapun. 
Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan 
PD-PRT dan citra diri IPPNU. 
Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara 
maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri 
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Pasal 31 

Pimpinan Komisariat 
Usia setinggi-tingginya 18 tahun untuk pendidikan formal dan usia 20 tahun untuk 
pendidikan non formal. 
Pendidikan Pendidikan serendah-rendahnya SD/MI /sederajat untuk pendidikan 
formal dan formal 
Pengalaman organisasi: 
a. Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota, 
b. Pernah mengikuti masa kesetiaan anggota 
c. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi. 
Khusus untuk ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Komisariat. 
Status bebas. 
Pimpinan Komisariat masih aktif sebagai siswa/santri di lembaga tersebut 
Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara 
maksimal maka atas dasar atas kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri 


Pasal 32 
Pimpinan Cabang Istimewa 


Kriteria pengurus Pimpinan Cabang Istimewa diatur berdasarkan kebijakan Pimpinan 


Pusat. 
BAB VII 
HAK DAN KEWAJIBAN PIMPINAN 
Pasal 33 
Pimpinan Pusat 
1. Pimpinan Pusat berhak: 


a. Mengambil kebijakan untuk PW dan PC apabila keduanya tidak dapat mengambil 
keputusan, 

b. Membatalkan keputusan atau kebijakan PW atau PC yang bertentangan dengan PD 
dan PRT: 

c. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa 
bagi kemajuan organisasi, 

d. Membekukan PW atau PC yang melanggar peraturan organisasi melalui 
mekanisme Peratuaran Organisasi dan Peraturan Administrasi. 

Pimpinan Pusat berkewajiban: 

a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas dan kebijakan PP: 

b. Mengesahkan PW dengan tembusan kepada Pengurus Wilayah NU setempat, 

c. Mengesahkan PC dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah IPPNU dan 

Pengurus Cabang NU setempat: 

Menentukan kebijakan umum sesuai PD/PRT untuk menjalankan roda organisasi, 

Menghadiri setiap undangan atas nama PP baik intern maupun ekstern, 

Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan, 

Melaksanakan Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku: 
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Bertanggung jawab kepada Kongres; 
Mengaktifkan korwil. 


Pasal 34 
Pimpinan Wilayah 


Pimpinan Wilayah berhak: 


a. 


b. 


C. 


Mengusulkan kepada PP untuk membatalkan keputusan atau kebijakan PC yang 
bertentangan dengan PD/PRT; 

Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang telah dianggap telah 
berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat wilayah; 

Mengusulkan kepada PP untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak- 
pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi. 


Pimpinan Wilayah berkewajiban : 


Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, 
Rapimwil dan kebijakan PW; 

Memberikan rekomendasi kepada PP untuk pengesahan PC; 

Menentukan kebijakan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PW; 
Mengusulkan berdirinya PC kepada PP; 

Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan; 
Melaksanakan Konferwil, Rakerwil, Rapimwil sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

Bertanggung jawab kepada Konferwil; 

Melakukan konsolidasi antar tingkat secara intensif; 

Mengaktifkan Korcab. 

Pimpnan Wilayah berkewajiban melntik pimpinan cabang 


Pasal 35 
Pimpinan Cabang 


Pimpinan Cabang berhak: 


a. 


b. 


Cc. 


d. 


e. 


Mengusulkan kepada PP mengenai pengesahan terbentuknya PC dengan 
persetujuan PW, 

Mengambil kebijakan organisasi untuk PAC/PKPT/PAKPT/PR/PAR/PK apabila 
kelimanya tidak dapat mengambil keputusan, 

Membatalkan keputusan dan kebijaksanan PAC/PKPT/PAKPT/PR/PAR/PK yang 
bertentangan dengan PD/PRT: 

Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang di anggap telah berjasa 
bagi kemajuan organisasi di tingkat cabang, 

Mengusulkan kepada PW untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak- 
pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi. 


Pimpinan Cabang berkewajiban: 


a. 


b. 


Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, 
Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab dan kebijakan PC: 

Mengajukan rekomendasi kepada PW untuk mendapatkan surat pengesahan PC 
dari PP: 

Mengesahkan PAC dengan tembusan MWCNU setempat: 
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d. Mengesahkan PR/PK dengan tembusan PAC IPPNU dan PRNU/pengurus lembaga 
pendidikan/pondok pesantren setempat, 

Mengesahkan PKPT dengan tembusan perguruan tinggi dan atau MWC setempat, 
Menentukan kebijakan umum sesuai dengan tingkat pengurusan PC, 

Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan, 
Melaksanakan Konfercab, rakercap, Rapimcab sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku: 

Bertanggung jawab kepada Konfercab. 

Pimpinan cabang berkewajiban melantik PAC dan PKPT 


ga Mp 
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Pasal 36 
Pimpinan Anak Cabang 
Pimpinan Anak Cabang berhak: 
a. Mengusulkan kepada PC mengenai pengesahan terbentuknya PAC/PR/PAR/PK, 
b. Mengusulkan kepada PC untuk membatalkan keputusan dan kebijaksanan 
PR/PAR/PK yang bertentangan dengan PD/PRT, 
c. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang di anggap telah berjasa 
bagi kemajuan organisasi di tingkat cabang, 
d. Mengusulkan kepada PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak- 
pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi. 
Pimpinan Anak Cabang berkewajiban: 
a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, 
Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab, Konferancab, rakerancab dan 
kebijakan PAC: 
Memberikan rekomendasi kepada PC untuk pengesahan PR/PK, 
Menentukan kebijakan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PAC, 
Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan, 
Melaksanakan Konferancab dan rakerancab sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku: 
f. Bertanggungjawab kepada Konferancab. 
g. PAC Berkewajiban melantik PR,,PAR, PK 


opang 


Pasal 37 
Pimpinan Ranting 

Pimpinan Ranting berhak: 

a. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang di anggap telah berjasa 
bagi kemajuan organisasi di tingkat kelurahan/desa; 

b. Mengusulkan kepada PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak- 
pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi. 

Pimpinan Ranting berkewajiban : 

a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, 
Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab, Konferancab, Rakerancab, Konferensi 
ranting, rapat pimpinan ranting, rapat kerja pimpinan ranting, 

b. Menentukan kabijaksanaan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PR; 

c. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan; 
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d. Melaksanakan rapat anggota dan rapat kerja sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku: 
e. Bertanggungjawab kepada konferensi ranting 


Pasal 38 
Pimpinan Anak Ranting 
Pimpinan Anak Ranting berhak: 
a. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa 
bagi kemajuan organisasi di tingkat Dusun, 
b. Mengusulkan kepada PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak- 
pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi. 
Pimpinan Ranting berkewajiban: 
a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, 
Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab, Konferancab, rakerancab, konferensi 
ranting dan kebijakan PAR; 
Menentukan kabijaksanaan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PAR: 
Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan, 
d. Melaksanakan rapat anggota dan rapat kerja sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku: 
e. Bertanggungjawab kepada rapat anggota. 


Sr 


Pasal 39 
Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi 

Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi berhak: 

a. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang di anggap telah berjasa 
bagi kemajuan organisasi di tingkat Lembaga Pendidikan/Pondok 
Pesantren/Perguruan Tinggi: 

b. Mengusulkan kepada PW dan PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada 
pihak-pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi. 

Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi berkewajiban : 

a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, 

Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab, konfrerensi pimpinan komisariat 

perguruan 

tinggi: 

Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan, 

Melaksanakan rapat anggota PKPT seasuai dengan ketentuan yang berlaku, 

Bertanggung jawab kepada konferensi komisariat prguruan tinggi. 


pang 


Pasal 40 
Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi 
Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi berhak: 
a. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa 
bagi kemajuan organisasi di tingkat Fakultas / Jurusan Perguruan Tinggi: 
b. Mengusulkan kepada PC dan PKPT untuk memberikan tanda penghargaan kepada 
pihak-pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi. 
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2. Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi berkewajiban : 

a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, 
Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab, konfrerensi komisariat perguruan 
tinggi, rapat anggota anak komisariat perguruan tinggi: 

b. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan, 

c. Melaksanakan rapat anggota PAKPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

d. Bertanggungjawab kepada rapat anggota anak komisariat perguruan tinggi 


Pasal 41 
Pimpinan Komisariat 
1. Pimpinan Komisariat berhak: 

a. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa 
bagi kemajuan organisasi di tingkat lembaga pendidikan/pondok pesantren, 

b. Mengusulkan kepada PW dan PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada 
pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi. 

2. Pimpinan Komisariat berkewajiban : 

a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, 
Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab, Konferancab, rakerancab, rapat 
anggota: 

b. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan, 

c. Melaksanakan rapat anggota PKPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku: 

d. Bertanggungjawab kepada rapat anggota. 


Pasal 42 
Pimpinan Cabang Istimewa 


Hak dan kewajiban Pimpinan Cabang Istimewa diatur berdasarkan 
kebijakan Pimpinan Pusat. 


BAB VIII 
PERMUSYAWARATAN 


Pasal 43 
Kongres 
1. Kongres merupakan forum permusyawaratan yang memiliki kekuasaan yang tertinggi 
organisasi IPPNU di tingkat nasional/pusat. 
2. Kongres di adakan setiap 3 tahun sekali oleh PP IPPNU dan dihadiri: 
Pimpinan Pusat; 
Pimpinan wilayah, 
Pimpinan Cabang; 
Pimpinan Cabang Istimewa, 
Undangan yang di tetapkan panitia. 
3. Kongres di selenggarakan untuk: 
a. Menilai dan menolak/menerima pertanggungjawaban PP IPPNU, 
b. Menetapkan program umum organisasi tingkat nasional, 
c. Menyempurnakan, 


pnp 


or 
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d. menetapkan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga; 

e. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan 
kemasyarakatan dan keagamaan; 

f. Memilih dan menetapkan ketua umum PP; 

g. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya. 

Hak suara PW dan PC masing-masing 1 (satu) suara. 

Tata tertib pemilihan ketua Umum ditetapkan dan disahkan oleh peserta Kongres. 


Pasal 44 

Kongres Luar Biasa 
Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas usul setengah lebih satu 
jumlah Pimpinan Wilayah dan/atau Pimpinan Cabang yang sah. 
Kongres Luar Biasa dilaksanakan karena sebab tertentu, antara lain: 
a. Kevakuman pengurus maupun organisasi secara berturut-turut maksimal 1 tahun; 
b. Kekosongan pimpinan. 
Kongres Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah 
Pimpinan Wilayah dan/atau Pimpinan Cabang yang sah. 


Pasal 45 
Konferensi Besar 
Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah- 
masalah organisasi yang bersifat khusus di tingkat nasional/pusat. 
Konferensi Besar diadakan sewaktu-waktu oleh PP dan dihadiri: 
a. Pimpinan Pusat, 
b. Pimpinan Wilayah, 
c. Pimpinan Cabang Istimewa. 
Konferensi Besar dianggap sah apabila dihadiri oleh separuh lebih satu dari jumlah 
PW/PCI yang sah dan setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui oleh 
separuh lebih satu dari jumlah peserta yang sah. 
Konferensi Besar diadakan untuk: 
a. Membahas citra diri, peraturan organisasi dan peraturan administrasi serta 
pedoman pengkaderan, 
b. Menetapkan citra diri, peraturan organisasi dan peraturan administrasi serta 
pedoman pengkaderan, 
c. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Kongres. 


Pasal 46 

Rapat Kerja Nasional 
Rapat Kerja Nasional merupakan forum permusyawaratan untuk menilai perjalanan 
tahunan PP dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya. 
Rapat Kerja Nasional diadakan oleh PP dan dihadiri: 
a. Pimpinan Pusat; 
b. Pimpinan Wilayah 
c. Pimpinan Cabang Istimewa. 
Rapat Kerja Nasional diadakan untuk: 
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a. Merumuskan penjabaran program kerja (umum) IPPNU, 
b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan. 


Pasal 47 

Rapat Pimpinan Nasional 
Rapat Pimpinan Nasional merupakan forum konsolidasi dan silaturrahim PW, PCI, dan 
PP. 
Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah 
organisasi yang dianggap mendesak dan penting. 
Rapimnas dihadiri oleh: 
a. Pimpinan Pusat; 
b. Ketua Pimpinan Wilayah; 
c. Ketua Pimpinan Cabang Istimewa. 


Pasal 48 

Konferensi Wilayah 
Konferensi Wilayah merupakan permusyawaratan yang mempunyai pemegang 
kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat regional /propinsi. 
Konferensi Wilayah diadakan 3 tahun sekali oleh PW dan dihadiri: 
a. Pimpinan Wilayah; 
b. Pimpinan Cabang; 
c. Undangan yang ditetapkan panitia. 
Konferensi Wilayah diselenggarakan untuk: 
a. Menilai dan menerima/menolak pertangungjawaban Pimpinan Wilayah; 
b. Menetapkan program umum organisasi di tingkat regional; 
c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, sosial 
kemasyarakatan dan keagamaan; 
Memilih dan menetapkan ketua pimpinan wilayah; 
Menetapkan keputusan-keputusan lainnya. 
Hak suara PC masing-masing 1 suara. 
Tata tertib pemilihan ketua Pimpinan ditetapkan dan disahkan oleh peserta 
konferensi wilayah. 


RA 


Pasal 49 

Konferensi Wilayah Luar Biasa 
Konferensi Wilayah Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas usul setengah 
lebih satu jumlah Pimpinan Cabang yang sah. 
Konferensi Wilayah Luar Biasa dapat dilaksanakan karena sebab tertentu, antara lain: 
a. Kevakuman pengurus maupun organisasi secara berturut-turut maksimal 1 tahun; 
b. Kekosongan pimpinan. 
Konferensi Wilayah Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu 
jumlah Pimpinan Cabang sah. 
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Pasal 50 
Rapat Kerja Wilayah 
1. Rapat Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah- 
masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan PW dan merumuskan 
kembali perjalanan tahunan berikutnya. 
2. Rapat Kerja Wilayah diadakan oleh PW dan dihadiri oleh: 
a. Pimpinan Wilayah: 
b. Pimpinan Cabang. 
3. Rapat Kerja Wilayah dianggap sah apabila dihadiri setengah lebih satu jumlah PC yang 
sah. 
4. Rapat Kerja Wilayah di adakan untuk: 
a. Merumuskan penjabaran program kerja PW, 
b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan, 
c. Membicarakan masalah-masalah penting yang timbul: 
d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Konferwil maupun Kongres 
atau Konbes. 


Pasal 51 

Rapat Pimpinan Wilayah 
1. Rapat Pimpinan Wilayah merupakan forum konsolidasi dan silaturrahim PC dan PW. 
2. Rapat Pimpinan Wilayah diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah 
organisasi yang dianggap mendesak dan penting. 
3. Rapimwil dihadiri oleh: 
a. Pimpinan Wilayah: 
b. Ketua Pimpinan Cabang. 


Pasal 52 
Konferensi Cabang 

1. Konferensi Cabang merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang 

kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat Cabang. 
2. Konferensi Cabang (Konfercab) diadakan 2 tahun sekali oleh PC dan dihadiri: 
Pimpinan Cabang; 
Pimpinan Anak Cabang: 
Pimpinan Ranting, 
Pimpinan Anak Ranting: 
Pimpinan Komisariat 
Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi, 
Undangan yang di tetapkan oleh panitia. 
onferensi Cabang diselenggarakan untuk: 
Menilai dan menerima atau menolak pertanggungjawaban Pimpinan Cabang: 
Menetapkan program umum organisasi di tingkat cabang, 
Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, 
kemasyarakatan dan keagamaan, 

d. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Cabang, 

e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya. 
4. Hak suara PAR, PR, PAC, PK, dan PKPT masing-masing 1 (satu) suara. 


PEP KO MD AN HI 
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Tata tertib pemilihan ketua ditetapkan dan disahkan oleh peserta konferensi cabang. 


Pasal 53 

Konferensi Cabang Luar Biasa 
Konferensi Cabang Luar Biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu atas usul setengah lebih 
satu jumlah Pimpinan PAC, PR, PAR, PK dan PKPT yang sah. 
Konferensi Cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan karena sebab tertentu, antara lain: 
a.  Kevakuman pengurus maupun organisasi secara berturut-turut maksimal 1 tahun; 
b. Kekosongan pimpinan. 
Konferensi Cabang Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu 
jumlah PAC, PR, PAR, PK dan PKPT yang sah. 


Pasal 54 
Rapat Kerja Cabang 
Rapat Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah- 
masalah organisasi yang bersifat khusus, mulai perjalanan PC dan merumuskan 
kembali perjalanan tahun berikutnya. 
Rapat Kerja Cabang diadakan oleh PC dan dihadiri: 
a. Pimpinan Cabang, 
b. Pimpinan Anak Cabang 
c. Pimpinan Komisaiat Perguruan Tinggi. 
Rapat Kerja Cabang dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah PAC 
dan PKPT yang sah. 
Rapat Kerja Cabang diadakan untuk: 
a. Merumuskan penjabaran kerja PC; 
b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan; 
c. Membicarakan masalah- masalah yang timbul; 
d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Konferwil maupun Kongres 
atau Konbes. 


Pasal 55 

Rapat Pimpinan Cabang 
Rapat Pimpinan Cabang merupakan forum konsolidasi dan silaturrahim PAC, PKPT dan 
PC. 
Rapat Pimpinan Cabang diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah 
organisasi yang dianggap mendesak dan penting. 
Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh: 
a. Pimpinan Cabang; 
b. Ketua Pimpinan Anak Cabang 
c. Ketua Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi. 


Pasal 56 
Konferensi Anak Cabang 


Konferensi Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai 
pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat kecamatan. 
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Konferensi Anak Cabang di adakan 2 tahun sekali oleh PAC dan dihadiri: 

Pimpinan Anak Cabang: 

Pimpinan Ranting, 

Pimpinan Anak Ranting: 

Pimpinan Komisariat, 

Undangan yang di tetapkan oleh panitia. 

Konferensi Anak Cabang diselenggarakan untuk: 

a. Menilai dan menerima/menolak pertanggung jawaban Pimpinan Anak Cabang; 

b. Menetapkan program umum organisasi di tingkat kecamatan; 

c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, 
kemasyarakatan dan keagamaan; 

d. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Anak Cabang; 

e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya. 

Hak suara PAR, PR dan PK masing-masing 1 (satu) suara. 

Tata tertib pemilihan ketua ditetapkan dan disahkan oleh peserta konferensi anak 

cabang. 


PAN 


Pasal 57 
Konferensi Anak Cabang Luar Biasa 
Konferensi Anak Cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas usul 
setengah lebih satu jumlah PR, PAR dan PK yang sah. 
Konferensi Anak Cabang Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih 
satu jumlah PAR, PR dan PK yang sah. 


Pasal 58 
Rapat Kerja Anak Cabang 

Rapat Kerja Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas 
masalah -masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan tahunan PAC dan 
merumuskan perjalanan tahunan berikutnya. 
Rapat Kerja Anak Cabang diadakan oleh PAC dan dihadiri: 
Pimpinan Anak Cabang; 
Pimpinan Ranting; 
Pimpinan Anak Ranting; 
Pimpinan Komisariat; 
Undangan yang di tetapkan oleh panitia. 
Rapat Kerja Anak Cabang dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah 
PR, PAR dan PK yang sah. 
Rapat Kerja Anak Cabang diadakan untuk: 
a. Merumuskan penjabaran program kerja PAC; 
b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan; 
c. Membicarakan masalah- masalah penting yang timbul; 
d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Konfercab. 


PAN 
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Pasal 59 
Rapat Pimpinan Anak Cabang 


Rapat Pimpinan Anak Cabang merupakan forum konsolidasi dan silaturrahim PR, PAR, 
PK dan PAC. 

Rapat Pimpinan Anak Cabang diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah 
organisasi yang dianggap mendesak dan penting. 

Rapat Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh: 

a. Pimpinan Anak Cabang; 

b. Ketua Pimpinan Ranting; 

c. Ketua Pimpinan Anak Ranting; 

d. Ketua Pimpinan Komisariat. 


Pasal 60 
Konferensi Ranting 
Konferensi Ranting merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang 
kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat Dusun. 
Konferensi Ranting di adakan 2 tahun sekali oleh PR dan dihadiri: 
a. Pimpinan Ranting; 
b. Pimpinan Anak Ranting; 
c. Anggota 
d. Undangan yang di tetapkan oleh panitia. 
Konferensi Ranting diselenggarakan untuk: 
a. Menilai dan menerima/menolak pertanggung jawaban Pimpinan Ranting; 
b. Menetapkan program umum organisasi di tingkat Dusun; 
c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, 
kemasyarakatan dan keagamaan; 
d. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Ranting; 
e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya. 
Masing-masing anggota PAR, PR mempunyai 1 (satu) suara. 


Pasal 61 
Konferensi Ranting Luar Biasa 
Konferensi Ranting Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas usul setengah 
lebih satu jumlah anggota PR, PAR yang sah. 
Konferensi Ranting Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu 
jumlah anggota PR, PAR yang sah. 


Pasal 62 
Rapat Kerja Ranting 

Rapat Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah - 
masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan tahunan PR dan 
merumuskan perjalanan tahunan berikutnya. 
Rapat Kerja Ranting diadakan oleh PR dan dihadiri: 
a. Pimpinan Ranting; 
b. Pimpinan Anak Ranting; 
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c. Undangan yang di tetapkan oleh panitia. 

Rapat Kerja Ranting dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah 
anggota PR dan PAR yang sah. 

Rapat Kerja Ranting diadakan untuk: 

a. Merumuskan penjabaran program kerja PR: 

b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan: 

c. Membicarakan masalah- masalah penting yang timbul: 

d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan konfersi ranting. 


Pasal 63 

Rapat Pimpinan Ranting 
Rapat Pimpinan Ranting merupakan forum konsolidasi dan silaturrahim PAR, PR 
Rapat Pimpinan Ranting diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah 
organisasi yang dianggap mendesak dan penting. 
Rapat Pimpinan Ranting dihadiri oleh: 
a. Pimpinan Ranting, 
b. Ketua Pimpinan Anak Ranting. 


Pasal 64 
Konferensi Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi 
Konferensi Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggimerupakan forum 
permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di 
tingkat perguruan tinggi: 
Konferensi Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diadakan 1 tahun sekali oleh PKPT 
dan dihadiri oleh: 
a. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi; 
b. Anggota; 
c. Undangan yang ditetapkan oleh Panitia. 
KonferensiPimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diselenggarakan untuk: 
a. Menilai dan menerima/menolak pertanggungjawaban Pimpinan Komisariat 
Perguruan Tinggi : 
. Menetapkan progran umum organisasi di tingkat perguruan tinggi, 
C. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, 
kemasyarakatan dan keagamaan, 
d. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi, 
e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya. 
Masing-masing anggota mempunyai 1 (satu) suara. 
Tata tertib pemilihan ketua ditetapkan dan disahkan oleh peserta konferensi pimpinan 
komisariat perguruan tinggi. 


Pasal 65 
Rapat Kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi 
Rapat Kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi merupakan forum permusya- 
waratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai 
perjalanan PKPT dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya. 
Rapat Kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diadakan oleh PKPT dan dihadiri: 
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a. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi: 

b. Anggota Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi 

c. Ketua Anak Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi 

Rapat Kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diadakan untuk: 

a. Merumuskan penjabaran program kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi: 
b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan: 

c. Membicarakan masalah- masalah penting yang timbul: 

d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan konferenci cabang. 


Pasal 66 

Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi 
Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi merupakan forum konsolidasi dan 
silaturrahim PAKPT dan PKPT. 
Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diselenggarakan untuk menyelesaikan 
masalah-masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting. 
Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi dihadiri oleh: 
a. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi: 
b. Ketua Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi 


Pasal 67 
Rapat Anggota Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi 
Rapat anggota merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang 
kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat dusun maupun pimpinan komisariat 
tingkat Fakutas/Juruasan lembaga Perguruan Tinggi: 
Rapat anggota PAKPT 1 tahun dan dihadiri oleh: 
a. Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi 
b. Anggota, 
c. Undangan yang ditetapkan oleh Panitia 
Rapat anggota diselenggarakan untuk: 
a. Menilai dan menerima/menolak pertanggungjawaban PAKPT, 
b. Menetapkan progran umum organisasi di tingkat Fakutas/Juruasan lembaga 
Perguruan Tinggi, 
c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, 
kemasyarakatan dan keagamaan, 
d. Memilih dan menetapkan ketua PAKPT, 
e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya. 
Masing-masing anggota mempunyai 1 (satu) suara. 
Tata tertib pemilihan ketua dan/atau pengurus PAKPT ditetapkan peserta rapat 
anggota. 


Pasal 68 
Rapat Kerja Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi 
Rapat Kerja Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi merupakan forum 
permusyawaratan untuk membahas masalahmasalah organisasi yang bersifat khusus, 
menilai perjalanan PKAPT dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya. 


gi 
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Rapat Kerja Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi diadakan oleh PAKPT dan 

dihadiri: 

a. Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi; 

b. Anggota 

Rapat Kerja Anak Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diadakan untuk: 

a. Merumuskan penjabaran program kerja Pimpinan Anak Komisariat Perguruan 
Tinggi; 
Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan; 

c. Membicarakan masalah- masalah penting yang timbul; 

d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan konferenci cabang. 


Pasal 69 
Rapat Anggota 
Rapat anggota merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang 
kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat dusun maupun pimpinan komisariat 
tingkat SLTP, SLTA dan pondok pesantren; 
Rapat anggota PAR dan PK diadakan 2 tahun dan dihadiri oleh: 
a. Pimpinan Anak ranting; 
b. Anggota; 
c. Undangan yang ditetapkan oleh Panitia 
Rapat anggota PK diadakan 1 tahun sekali dan dihadiri oleh: 
a. Pimpinan Komisariat; 
b. Anggota; 
c. Undangan yang ditetapkan oleh Panitia. 
Rapat anggota diselenggarakan untuk: 
a. Menilai dan menerima/menolak pertanggungjawaban PAR/PK; 
b. Menetapkan progran umum organisasi di tingkat dusun maupun pimpinan 
komisariat tingkat SLTP, SLTA dan pondok pesantren; 
c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, 
kemasyarakatan dan keagamaan; 
d. Memilih dan menetapkan ketua PAR/PK; 
e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya. 
Masing-masing anggota mempunyai 1 (satu) suara. 
Tata tertib pemilihan ketua dan/atau pengurus PAR/PK ditetapkan peserta rapat 
anggota. 


Pasal 70 

Rapat Kerja Anak Ranting 
Rapat Kerja Anak Ranting merupakan forum permusyawaratan untuk membahas 
masalah -masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan tahunan PAR dan 
merumuskan perjalanan tahunan berikutnya. 
Rapat Kerja Anak Ranting diadakan oleh PAR dan dihadiri: 
a. Pimpinan Anak Ranting; 
b. Anggota 
c. Undangan yang di tetapkan oleh panitia. 
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3. Rapat Kerja Anak Ranting dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari 
jumlah anggota PAR yang sah. 
4. Rapat Kerja Anak Ranting diadakan untuk: 
a. Merumuskan penjabaran program kerja PAR, 
b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan, 
c. Membicarakan masalah- masalah penting yang timbul: 
d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Rapat Anggota Anak 
Ranting. 


Pasal 71 
Rapat Kerja Komisariat 
1. Rapat Kerja Komisariat merupakan forum permusyawaratan untuk membahas 
masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan tahunan PK dan 
merumuskan perjalanan tahunan berikutnya. 
2. Rapat Kerja Komisariat diadakan oleh PK dan dihadiri: 
a. Pimpinan Komisariat, 
b. Anggota 
c. Undangan yang di tetapkan oleh panitia. 
3. Rapat Kerja Komisariat dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah 
anggota PK yang sah. 
4. Rapat Kerja Komisariat diadakan untuk: 
a. Merumuskan penjabaran program kerja PK: 
b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan, 
c. Membicarakan masalah- masalah penting yang timbul: 
d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Rapat Anggota Anak 
Ranting. 


Pasal 72 
Konferensi Cabang Istimewa dan Rapat Kerja Cabang Istimewa, Rapat Pimpian 
Cabang Istimewa 
Konferensi Cabang Istimewa dan Rapat Kerja Cabang Istimewa , rapat 
pimpian cabang istimewa diatur berdasarkan kebijakan Pimpinan 
Pusat. 


Pasal 73 
Legitimasi Permusyawaratan 
1. Segala jenis permusyawaratan dinyatakan sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari 
jumlah peserta permusyawaratan yang sah. 
2. Segala keputusan yang diambil dalam permusyawaratan diupayakan dengan cara 
musyawarah untuk mufakat. 
3. Jika point 2 tidak terpenuhi, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. 
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BAB IX 
RESHUFFLE 


Pasal 74 

Reshuffle 
Apabila terjadi kevakuman/kekosongan kepengurusan disebabkan oleh satu dan lain hal, 
maka penggantiannya diatur dalam peraturan organisasi. 


BAB X 
KARTEKER 


Pasal 75 

Karteker 
Apabila terjadi kevakuman/kekosongan kepemimpinan yang disebabkan oleh satu dan lain 
hal, maka penggantiannya lebih lanjut diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Organisasai 
(PPO) dan/atau Peraturan Pimpinan Pusat. 


BAB XI 
KEUANGAN 


Pasal 76 
Iuran 
1. Besarnya iuran anggota akan ditetapkan kemudian dalam peraturan organisasi 
dan/atau peraturan administrasi. 
2. Pembagian pendapatan iuran anggota diatur oleh masing-masing tingkatan 
kepengurusan IPPNU. 


Pasal 77 
Kepemilikan 

1. Harta milik organisasi diperoleh dari jual beli, wakaf, hibah, sumbangan dan peralihan 
hak lainnya. 

2. Pengelolaan keuangan dan hak milik bukan uang dilakukan oleh ketua umum PP 
bertindak untuk dan atas nama PP, ketua PW bertindak untuk dan atas nama PW, ketua 
PC bertindak untuk dan atas nama PC, hingga seterusnya ke tingkatan yang paling 
bawah. 


BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 


Pasal 78 
Penutup 
1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan rumah tangga ini, lebih lanjut diatur dalam 
peraturan organisasi dan/atau peraturan administrasi. 
2. Peraturan rumah tangga ini hanya dapat diubah oleh Kongres. 
3. Peraturan rumah tangga ini ditetapkan oleh Kongres dan berlaku sejak tanggal 
ditetapkan. 
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SUSUNAN PANITIA TRAINING KADER PENERUS 
PAC IPNU IPPNU KECAMATAN NGRONGGOT 


2020 
PELINDUNG : MWC NU KECAMATAN NGRONGGOT 
PENANGGUNGJAWAB : Mohamad Saifudin (Ketua IPNU) 


Eka Yunar Rahmawati (Ketua IPPNU) 


STEERING COMMITTEE (SO): 


Ketua : M. Igbal Zakaria (Banjarsari) 
Sekretaris : Binti Hidayati Jazilatur Rohmah  (Tanjungkalang) 
Anggota : 1. M. Miftakhul Amin (Klurahan) 

2. Badrus Sholeh (Banjarsari) 

3. Siti Kholimah (Klurahan) 

4. Rizky Dwi Yulianto (Ngronggot) 

5. Afika Wardatul Afifah (Kalianyar) 


ORGANIZING COMMITTEE (OC) 


Ketua : Hidayatul A'yuni (Kelutan) 
Sekretaris : Siti Ainun Nisa” (Dadapan) 
Bendahara : M. Irfan Wahyudi (Klurahan) 
Seksi-seksi: 
1. Sie Acara 
Koordinator: Habiburrohman (Betet) 
Anggota : 1. Nurul Latifatul M. (Betet) 
2. Ainur Rofigoh (Kalianyar) 
3. Devi Widya Sukmawati (Dadapan) 
4. Saguh Nata Saputra (Dadapan) 
2. Sie Keamanan 
Komandan CBP : M. Masdugi Mahfud (Dadapan) 
Komandan KPP : Elva Dwiyanti (Juwet) 
Anggota : Seluruh Anggota DKAC CBP-KPP Ngronggot 


3. Sie Kesekretariatan 
Koordinator: Putri Dewi Zulinda (Ngronggot) 


Anggota : 1. Ulifatur R. 
2. Risnawati 
3. Laela Diaz Shendy 
4. Nur Lailis H. 

4. Sie Konsumsi 

Koordinator: Irma Khoirun Nisa 

Anggota : 1. Siti Nanda Ayu 
2. Ahmad Nurus Shofa 
3. Maya Nailul Muna 
4. Mahmud Dawam 


(Kalianyar) 
(Dadapan) 
(Betet) 
(Cengkok) 


(Dadapan) 
(Mojokendil) 
(Dadapan) 
(Klurahan) 
(Cengkok) 


5. Sie Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi (PDD) 


Koordinator: Ahmad Abdul Farid Zain 


Anggota : 1. Muhammad Ilham 
2. M. Galuh Aji 
3. M. Junaidi Aziz 
4. Ahmad Mahmudin 


6. Sie Perlengkapan 
Koordinator: M. Baha'udin 
Anggota : 1. M. Nur Fathoni 
2. A. Fitroturrohman 
3. M. Zakaria 
4. Abdul Rozak 


(Kaloran) 
(Dadapan) 
(Kalianyar) 
(Kelutan) 
(Mojokendil) 


(Kelutan) 
(Ngronggot) 
(Ngronggot) 
(Kelutan) 
(Dadapan) 
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SUSUNAN PENGURUS PAC IPNU NGRONGGOT 
MASA KHIDMAT 2018-2020 


Ketua : Mohamad Saifudin 
Wakil Ketua I : M. Igbal Zakaria 
Wakil ketua II : Habibbur Rohman 
Wakil Ketua III : Riski Dwi Yulianto 
Sekertaris : Badrus Sholeh 
Wakil Sekretaris I : Saguh Nata Saputra 


Wakil Sekretaris II : M. Junaidi Aziz 
Wakil Sekretaris III — : Agus Latif R 
Bendahara : M. Irfan Wahyudi 
Wakil Bendahara : M. H Muna 


DEPARTEMEN-DEPARTEMEN 

A. Departemen Organisasi dan Kaderisasai: 
M. Igbal Zakaria 

Joharul. M 

M. Baha'uddin 

A. Mahmudin 

Ahmad Nurus Shofa 


B. Departemen Dakwah dan Kajian Keislaman: 
Nur Fatoni 

Aditiya 

M. Imam Syafi uddin 

Mahmud Dawam 


C. Departemen Orseni: 
Alfian Bahrul Ulum 

M. Zakaria 

Ahmad Fitroturrohman 
M. Galuh Aji 
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LEMBAGA-LEMBAGA 


A. Lembaga Corps Brigade Pembangunan 


Ketua : M. Masdugi Mahfud 
Sekertaris : Muhammad Ansori Samsi 
Bendahara : Moh. Abdul Rozak 
Anggota : Risky Alfian 

: Ari Fakthur Rozak 

: Taufik Zulfahnur 

: Lutfi Azizi 


B. Lembaga Pers dan Penerbitan 
Direktur : Ahmad Abdul Farid Zain 
Sekertaris : M. Syarifuddin 

Anggota : Muhammad Ilham 


SUSUNAN PENGURUS PAC IPPNU NGRONGGOT 


Ketua 

Wakil Ketua I 
Wakil ketua II 
Wakil Ketua III 
Sekertaris 
Bendahara 


MASA KHIDMAT 2018-2020 


: Eka Yunar Rahmawati 

: Binti Hidayati Jazilatul Rohmah 
: Ainur Rofigoh 

: Putri Dewi Yulinda 

: Siti Kholimah 

: Hidayatul A'yuni 


DEPARTEMEN-DEPARTEMEN 
Departemen Organisasi dan Kaderisasi 


Koordinator 
Anggota 


: Nur Lailis Hidayah 
: Risnawati 


Nurul Latifatul Mahbubah 
Afika Wardatul Afifah 
Ulifatur rokhamaniah 
Alfi Farichatul umma 


Departemen Dakwah dan Kajian Keislaman 


Koordinator 
Anggota 


: Fatimatuz Zahro’ 
: Irma Khoirun Nisa 


Atika damayanti 
Puput Fatma Arini 
Ourrotul A'yuni 
Nonita Safitri 


Departemen Orseni 


Koordinator 
Anggota 


: Laela DiazShendy 
: Maya Naylul Muna 


Krisnawati Dewi 

Dewi Sofia Zaimatul Khusna 
Dewi Nurul Gomaidah 
Chana Dianti 
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LEMBAGA-LEMBAGA 
A. Lembaga Corps Pelajar Putri 


Ketua 
Sekretaris 
Bendahara 
Anggota 


: Elva Dwiyanti 

: Devi Widya Sukmawati 
: Khusnul khuluq 

: Silvi Amelia Indrayani 


Rizgy Rawhaty Rajabiyah 
Siti Ainun Nisa' 

Devi Ayu Lestari 
Miftakhul Janah 


B. Lembaga Pers dan Penerbitan 


Direktur 
Sekretaris 
Anggota 


: Siti Nanda Ayu 
: Nur Lailis Hidayah 
: Irma khoirun nisa 


Krisnawati dewi 
Ratna indah sari 
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